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ANALISA PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PEMBINAAN HUBUNGAN 
KERJA TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PADA BANK SYARIAH 
 







Pembiayaan Syariah merupakan produk bank syariah untuk menyalurkan dana 
nasabah dan pembinaan hubungan kerja merupakan bentuk kegiatan pengawasan 
pembiayaan. Non Performing Financing (NPF) menjadi ukuran untuk bank syariah dalam 
mengelola pembiayaan syariah yang bermasalah. Penelitian ini mengidentifikasi dua variabel 
indenpenden yaitu produk pembiyaan syariah dan pembinaan hubungan kerja sebagai faktor 
yang mempengaruhi non performing financing (NPF). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja secara simultan 
dan parsial terhadap non performing financing pada bank syariah. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Danamon 
Syariah wilayah Solo, dengan waktu penelitian 3 bulan. Populasi dari penelitian ini adalah 15 
account officer di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Danamon Syariah wilayah Solo. 
Sampel penelitian ini diambil dengan teknik total sampling, di mana banyaknya populasi 
diambil keseluruhan sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa 
teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, kuesioner, studi pustaka dan wawancara. 
Teknik analisis data menggunakan Uji Asumsi Klasik yang berfungsi untuk menguji setiap 
data dari variabel dan Regresi Berganda untuk menganalisis hubungan setiap variabel 
penelitian. 
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dan pembinaan 
hubungan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Non Performing 
Financing  pada dua Bank Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Danamon Syariah). 
Hal ini diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai F hitung 
sebesar 9,584. Untuk hasil analisis regresi pembiayaan syariah terhadap non performing 
financing berpengaruh signifikan, didukung pada hasil analisis regresi linier berganda dengan 
perolehan dengan nilai probabilitas 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Dan hasil analisis regresi 
pengaruh pembinaan hubungan kerja terhadap non performing financing tidak berpengaruh 
signifikan, hal ini ditunjukkan pada hasil analisis regresi linier berganda dengan perolehan 
dengan nilai probabilitas 0,161 yang lebih besar dari 0,05. 
 
Kata Kunci : Pembiayaan Syariah, Pembinaan Hubungan Kerja, Non Performing Financing 
(NPF), Bank Syariah 
  
AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF SYARIAH FINANCING AND WORK RELATION 
FOUNDING TOWARDS NON PERFORMING FINANCING IN SYARIAH BANK 
 







Syari’ah finacing is a product of syariah banks which distributes fund from financiers 
to lenders, while work relation founding is controlling activity in syariah banks financing. 
Non Performing Financing (NPF) becomes standard of syariah banks in managing 
problematic syariah financing or particular controlling. This research identified two 
independent variables called syariah financing product and work relation founding as a 
factor influencing non performing financing (NPF). The purpose of this research is to 
analyze the influence of syariah financing and work relation founding simultaneously and 
partially towards non performing financing in syariah banks. 
This research was regression quantitative field research, and had been done in 
Muammalat Indonesia Bank and Danamon Syariah Bank around Solo in 3 months. The 
populations of this research were 15 account officers of Muammalat Indonesia Bank and 
Danamon Syariah Bank around Solo. The sample of this research was obtained from total 
sampling technique, which of sample taken form populations. The techniques of collecting 
data used in this research were documentation, questionnaire, literary study and interview. 
And the techniques of analysis data in this research used Clasical Asumsion and Regression 
Analysis. 
Regression analysis result shows that syariah financing and work relation founding 
simultaneously has positive and significant effect towards non performing financing of two 
Syariah Banks (Muammalat Indonesia Bank and Danamon Syariah Bank). It is obtained with 
probability value 0.003 which is less than 0.05 and F value 9.584. The analysis result of 
syariah financing regression towards non performing financing shows the significant effect. 
It is supported by double linier regression analysis with probability value 0.001 which is less 
than 0.05. The regression analysis of work relation founding effect towards non performing 
financing shows insignificant effect. This is shown in the double linier regression analysis 
which probability value 0.161 which is bigger than 0.05.  
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  يستخدم هذا . البنوك الإسلاميّة فى ّسؤالإئتمان علىأ تجز ّوا معا   العمل علاقات تقويةوالإسلامي  التّمويلتأثيرالبحث لمعرفة  هذا
ثلاثة أشهرلي احو ولوصفي  الإسلامينامون اإندونيسيا وبنك د املاتبنك مع البحث في جري هذاأو. الكمية ةطريقالالبحث 
وفي جمع البيانات .ولوص في الإسلامينامون ابنك دوبنك معاملات إندونيسيا  في فاموظّ خمسة عشرالبحث من هذا مجتمعو.
 فتراض التقليديلإا مع  والموثوقيبالإختبار الطريقة تختبرصحتها وهذه .قابلةوالم لمكتبةواوالإستبيان  التوثيق يستخدم طريق
  .لإنحداراطريق ب يستخدم المتعددة التحليل جهة ومن
  ّسؤالإئتمانعلى يؤثران تأثيرا  إيجابيا   العمل سلامي وتقوية علاقاتالإ التمويل أن : من هذا البحث أظهرت النتائج كما يلي
    مع قيمة٠,٠ ٥أقل منذلك  ٠,٠٠ ٣ الإمكان قيمةبعليه  . ويتم الحصولالإسلاميبنك دنامون و معاملات إندونيسيافي بنك 
   .٠,٠ ٥ منأقل  ذلك ٠,٠٠ ١بقيمة , كان إيجابيا   ّسؤالإئتمان علىالتمويل الإسلامي  تحليل إذا  فنتائج .٥,٥ ٨ ٤ المحسوبة
  أكبر ٠, ١ ٦ ١الإمكان قيمةب ذلك, كان سلبيا   ّسؤالإئتمان على دارمن تأثيرتقوية علاقات العملتحليل الإنحنتائج  خدنا أن ّو




















A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia telah mengalami banyak fase dalam perkembangan 
perekenomian, mulai perekonomian kapitalis hingga perekonomian yang 
mendukung kegiatan masyarakat. Tidak sedikit kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Tahun 
1998 Indonesia mengalami gejolak perekonomian yang mengakibatkan 
meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK (pemutusan hubungan 
kerja), banyaknya usaha yang gulung tikar, dan perusahaan mengalami 
kebangkrutan. Setelah tahun 1998 pemerintah mulai melakukan perbaikan 
di berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Pemerintah sebagai 
regulator memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan ekonomi, 
namun juga diperlukan kerjasama oleh pihak perbankan sebagai sarana 
penyalur dan penghimpun dana masyarakat. 
Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian 
negara, karena sebagian besar kegiatan usaha atau ekonomi suatu negara 
memerlukan jasa dari perbankan. Bentuk jasa yang disediakan oleh Bank 
sangat variatif, baik berupa pembiayaan atau penanaman modal dengan 
nama dan bentuk apapun. Bank merupakan salah satu bentuk badan usaha 
yang melayani masyarakat dalam menghimpun dana dan menyalurkannya 
kepada masyarakat.  
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Perkembangan dunia perbankan saat ini meningkat pesat, hal ini 
dibuktikan dengan munculnya berbagai macam produk dan sistem 
perbankan. Sistem perbankan yang sering dikenal masyarakat adalah 
sistem konvensional, namun telah berkembang sistem perbankan yang 
didasari atas kebutuhan masyarakat yaitu Sistem Perbankan Syariah. 
Munculnya sistem perbankan syariah dapat menciptakan pesaing baru 
antar bank dan lembaga keuangan lainnya.  
Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 21 Tahun 2008 
tentang perbankan syariah, di Indonesia jumlah bank syariah mengalami  
peningkatan pesat. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa hingga 
November tahun 2012 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 11 Bank 
dengan 1.703 kantor pelayanan, 24 Unit usaha syariah (UUS) dengan 482 
kantor pelayanan, dan 156 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 
dengan 390 kantor pelayanan, yang tersebar di wilayah Indonesia. 
Tabel 1.1 




Jumlah Bank 3 5 6 11 11 11 11 0,47
Jumlah Kantor 398 576 711 1.215 1.390 1.734 1.801 78,25
Jumlah Bank 26 27 25 23 24 24 24 1,73
Jumlah Kantor 170 214 287 262 312 493 505 22,43
Jumlah Bank 114 131 139 150 155 158 159 10,06
Jumlah Kantor 185 202 223 286 364 401 399 20,6
Sumber : Bank Indonesia
%2012
Bank Umum Syariah (BUS)
Unit Usaha Syariah (UUS)
BPR Syariah





Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terjadi 
peningkatan secara rata-rata pada Bank Syariah dan BPRS baik dalam 
jumlah bank maupun kantor pelayanan. Pertambahan jumlah bank syariah 
mulai meningkat di tahun 2009 dengan dikeluarkannya perizinan bank, 
yaitu Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah dan BRI Syariah. 
Kemudian pertumbuhan menjadi semakin meningkat di tahun 2010 
menjadi 11 Bank, yaitu BNI Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, Bank 
Victoria Syariah dan Maybank Syariah. (Sri Nurhayati-Wasilah, 2013: 6). 
Perkembangan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam 4 tahun terakhir 
mengalami penurunan, karena sebagian dari UUS telah spin off dan 
konversi menjadi Bank Umum Syariah yang berdiri sendiri. Walaupun 
UUS telah mengalami penurunan, namun jumlah Kantor pelayanan 
mengalami kenaikan. Sekaligus perkembangan BPRS terus meningkat dari 
tahun ke tahun beserta kantor pelayanannya yang tersebar di wilyah 
Indonesia. 
Konsep bank syariah berasaskan pada kemitraan (ukhuwah), 
keadilan (‘adalah), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun) 
dan universal (syumuliyah), serta melakukan kegiatan usaha berdasarkan 
syariah. Implementasi dari konsep tersebut adalah kerjasama antara 
pemilik modal (shohibul maal )dengan pengelola modal (mudhorib) untuk 
melakukan kegiatan usaha dengan harapan mendapatkan keuntungan 
(profit) dan kemenangan/ kesejahteraan (falah). 
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Perkembangan bank syariah dituntut untuk memenuhi kebutuhan 
dari masyarakat dalam pemenuhan permodalan, dengan sistem persyaratan 
yang mudah. Maka bank syariah banyak memberikan ragam produk 
pembiayaan yang menjadi pilihan nasabah, antara lain musyarokah, 
mudhorobah, murobahah, salam, istishna’, ijaroh, dan qord. Karena 
dengan terbentuknya produk dengan system syariah diharapkan dapat 
memberikan kontribusi dalam pemenuhan jasa perbankan bagi masyarakat 
yang dapat berfungsi lebih efektif dan efisien. 
Kegiatan pengawasan menjadi ukuran kelancaran pembiayaan 
nasabah bank syariah, maka pihak bank syariah akan melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja usaha nasabah. Hal ini 
dilakukan agar nasabah bank syariah memiliki keterikatan usaha yang 
saling menguntungkan guna membantu meningkatkan pendapatan dan 
menanamkan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban, serta 
memudahkan pihak bank syariah dalam menganalisa perkembangan 
ekonomi nasabah pembiayaan.  
Penelitian yang dilakukan Robbiyah (2004:7) tentang analisa 
pengaruh pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja terhadap 
peningkatan pendapatan pengusaha kecil di Pusat Pendanaan Syariah 
(PPS). Hasilnya menyebutkan bahwa pembiayaan dengan sistem syariah 
dan pembinaan hubungan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
pendapatan pengusaha kecil, walaupun tingkat pengaruhnya berbeda-beda 
dan ada yang mendominasi.  
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Hasil penelitian lain yang telah dilakukan oleh Setyowati (2005:5) 
menunjukkan bahwa pembiyaan musyarokah di Pusat Pendapatan Syariah 
(PPS) berpengaruh secara positif terhadap peningkatan usaha kecil 
menengah. Hal ini berdasarkan atas uji t dengan nilai t hitung diperoleh 
sebesar 2,401 dan t tabel sebesar 2,021, dimana  t hitung  > t tabel maka Ho 
ditolak dan H1 diterima artinya bahwa pembiayaan musyarokah 
berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pengusaha kecil. 
Penelitian Anik Malikah (2007:15) menyebutkan hasil 
penelitannya bahwa pembiayaan dengan system syariah dan pembinaan 
hubungan kerja berpengaruh secara positif sebesar 0,638 untuk 
pembiayaan dengan system syariah dan 0,456 untuk pembinaan hubungan 
kerja terhadap pendapatan pengusaha kecil. Dibuktikan dengan X1 
(pembiayaan dengan system syariah) dengan nilai t uji 0,638 < 0,050, dan 
X2 (pembinaan hubungan kerja) dengan nilai t uji 0,456 < 0,050, artinya 
pembiayaan dengan system syariah dan pembinaan hubungan kerja 
berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan usaha kecil menengah. 
Bentuk pembinaan hubungan kerja dalam hal pengawasan yang 
dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kurang 
memperhatikan kehati-hatian, sehingga menimbulkan banyak 
permasalahan di tingkat pengembalian. Banyak nasabah yang tidak 
melakukan pembayaran angsuran sehingga berdampak pada aliran kas 
(cash basis) yang sedikit diterima.  
6 
 
Cash basis yang diterima dengan jumlah kecil, maka pendapatan 
yang akan dibagi antara bank syariah dan pemilik modal (shohibul maal) 
juga kecil, yang akhirnya membawa dampak kecilnya bagi hasil yang 
diterima oleh shohibul maal. Nasabah yang tidak melakukan pembayaran 
angsuran dapat dikategorikan bermasalah atau istilah lain disebut non 
performing financing (NPF). 
Tabel 1.2 
Aktiva Produktif Perbankan Syariah 
 
Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pembiayaan iB 20.445   27.944   38.195   46.886   68.181   102.655   151.754   
a. Lancar 18.583   25.494   35.076   41.931   63.006   95.480     142.501   
b. Dalam Perhatian Khusus (DPK) 891        1.319     1.610     3.074     3.114     4.587       5.822       
c. Kurang Lancar 353        321        525        435        677        1.075       995          
d. Diragukan 236        267        224        582        332        297          557          
e. Macet 383        543        759        865        1.052     1.216       1.878       
Non Performing Financing (Nominal) 971        1.131     1.509     1.882     2.061     2.588       3.430       
Rasio Non Performing Loan (% ) 4,75       4,05       3,95       4,01       3,02 2,52         2,26         
Earning Assets of Sharia Banks
Miliar Rp (Billion Rp) 
2012
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia-Vol.11, No.1, Desember 2012 
 
 Tabel 1.3 
Aktiva Produktif Perbankan Syariah Tahun 2012 
 
Indikator Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Pembiayaan iB 101.689  103.713  109.116  108.767  112.844  117.592  120.910  124.946  130.357  135.581  140.318  151.754  
a. Lancar 93.787   95.314   100.720  100.216  104.365  109.499  112.751  116.219  121.399  126.370  130.331  142.501  
b. DPK 5.181     5.469     5.385     5.454     5.174     4.709     4.625     5.259     5.384     5.712     6.481     5.822     
c. Kurang Lancar 982       806       841       905       975       1.250     1.338     1.306     1.317     1.218     1.153     995       
d. Diragukan 487       739       745       606       609       555       598       592       738       767       739       557       
e. Macet 1.252     1.384     1.424     1.586     1.721     1.579     1.596     1.569     1.519     1.515     1.615     1.878     
NPF (Nominal) 2.722     2.930     3.011     3.098     3.304     3.384     3.533     3.468     3.575     3.499     3.506     3.430     
NPL (%) 2,68      2,82      2,76      2,85      2,93      2,88      2,92      2,78      2,74      2,58      2,50      2,26      
Earning Assets of Sharia Banks 2012
Miliar Rp (Billion Rp) 




Tabel 1.2 menjunjukkan bahwa rasio non performing financing 
pada bank syariah terjadi penurunan dari tahun ketahun namun jumlah 
pembiayaan bermasalah masih semakin tinggi. Dibuktikan juga pada tabel 
1.3 bahwa jumlah nasabah pembiyaan yang bermasalah (NPF nominal) 
meningkat dari Januari hingga Desember 2012. Dan nasabah pembiayaan 
bermasalah dimungkinkan akibat dari ketidak hati-hatian pihak bank, 
kurangnya pengetahuan nasabah dalam memahami produk pembiayaan 
syariah atau kurangnya pembinaan dan pengawasan dari bank syariah. 
Maka diperlukan rancangan dan formulasi untuk menangani permasalahan 
non performing financing pada bank syariah.  
Sejalan dengan penilitian sebelumnya, penelitian ini 
mengidentifikasi dua variabel indenpenden yaitu produk pembiyaan 
syariah dan pembinaan hubungan kerja sebagai faktor yang mempengaruhi 
non performing financing (NPF). Sedangkan non performing financing 
akan diteliti dengan ukuran rasio keuangan NPF. Sehingga hal ini perlu 
diteliti lebih dalam tentang produk pembiayaan syariah dan pembinaan 
hubungan kerja pada nasabah pembiayaaan terhadap non performing 
financing pada bank syariah. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 
masalah antara lain : 




2. Pengaruh pembinaan hubungan kerja terhadap non performing 
financing pada bank syariah 
3. Pengaruh pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja terhadap 
non performing financing pada bank syariah 
 
C. Pembatasan Masalah 
Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan dapat 
diteliti sesuai dengan tujuan, maka diperlukan pembatasan masalah antara  
lain : 
1. Pembiayaan syariah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada proses 
kegiatan dalam penyaluran pembiayaan  yang dilakukan oleh account 
officer pada bank syariah, dan produk pembiayaan yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah produk pembiayaan bermasalah. 
2. Non performing rasio pada bank syariah yang diteliti dalam penelitian 
ini adalah 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2008 hingga tahun 2012. 
 
D. Rumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di 
atas, maka peneliti merumusan masalah, antara lain : 
1. Apakah pembiayaan syariah berpengaruh terhadap non performing 
financing pada bank syariah? 
2. Apakah pembinaan hubungan kerja berpengaruh terhadap non 
performing financing pada bank syariah? 
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3. Apakah pembiayaan syariah  dan pembinaan hubungan kerja bersama-
sama berpengaruh terhadap non performing financing pada bank 
syariah? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan syariah berpengaruh terhadap 
non performing financing pada bank syariah 
2. Untuk mengetahui apakah pembinaan hubungan kerja berpengaruh 
terhadap non performing financing pada bank syariah  
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan syariah  dan pembinaan 
hubungan kerja bersama-sama berpengaruh terhadap non performing 
financing pada bank syariah. 
 
F. Manfaat Penelitian 
 
Ada beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini yaitu : 
1. Bagi Peneliti, dapat mengetahui bahwa pembiayaan syariah dan 
pembinaan hubungan kerja berpengaruh terhadap non performing 
financing bank syariah 
2. Bagi Perbankan Syariah, dapat mengetahui bahwa pembinaan 
hubungan kerja menjadi unsur penting untuk mengatasi non 
performing financing  
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3. Bagi Pelaku Usaha/ Nasabah, dapat mengetahui bahwa pembinaan/ 
pendampingan hubungan kerja dapat membantu mengatasi 




























A. Deskripsi Teori 
1. Bank Syariah 
a. Gambaran Umum 
Bank secara Etimologi dari kata banque dalam bahasa 
Prancis, dan dari banco dalam bahasa Italia, yang berarti peti atau 
almari atau bangku. Kata tersebut menyiratkan fungsi sebagai 
tempat untuk menyimpan barang/benda berharga. Pada Abad ke-12 
kata banco merujuk pada meja, counter, atau tempat penukaran 
uang. Dengan demikian fungsi dasar bank adalah menyediakan 
tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat 
pembayaran untuk membeli barang dan jasa. (M. Nur Rianto, 
2011:294). 
Secara umum bank memiliki fungsi sebagai tempat 
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 
kepada masyarakat untuk digunakan berbagai tujuan atau fungsi 
perantara (financial intermediary). Maka bank mempunyai peran 
yang sangat setrategis guna meningkatkan perekonomian 
masyarakat, melatih mandiri dalam keuangan dan membantu dalam 





Abad ke-20 mulai muncul wacana untuk meningkatkan 
pertumbuhan perbankan dengan sistem syariah yang bebas bunga. 
Karena dengan komposisi penduduk Indonesia yang sebagian besar 
adalah memeluk agama islam, maka Indonesia memiliki potensi 
pasar yang cukup menjanjikan bagi sistem perbankan syariah.  
Istilah bank dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara 
eksplisit, namun unsur-unsur dalam kegiatan ekonomi muncul 
dalam Al-Qur’an seperti zakat, infaq, shodaqoh, jual beli (bai’), 
hutang (dayn), harta (maal). Berikut beberapa ayat yang 
menyampaikan tentang unsur-unsur tersebut  : 
1) Unsur Infaq 
 
                              
                            
Artinya : 
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-
tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 
siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) 
lagi Maha mengetahui”(QS.Al-Baqoroh:261) 
 
2) Unsur Zakat 
 
                                     





“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman 
jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui”(QS. At-Taubah:103) 
 
3) Unsur Harta 
 
                           
                            
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa’: 29) 
 
4) Unsur Hutang  
 
                                    
Artinya : 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, 
Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui”(QS. Al-Baqoroh:280) 
 
Tanggal 16 Juli 2008 pemerintah telah menerbitkan 
undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,  
dengan diterbitkannya undang-undang tersebut maka 
pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin 
memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong 
pertumbuhannya semakin cepat. 
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Undang-undang nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu 
yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, 
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 
dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  
Menurut undang-undang, bank syariah adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 
menurut jenisnya terdiri Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dan Unit Usaha Syariah 
(UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum 
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau 
unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah. (M. Nur Rianto, 2011: 296) 
Secara umum definisi tentang bank syariah adalah lembaga 
keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat 
kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarkat dalam 
bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank 
syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan (profit), 







b. Bank Syariah di Indonesia 
Terbentuknya bank syariah di Indonesia merupakan sebagai 
bagian dari lembaga perbankan yang dapat memberikan kontribusi 
dalam pemenuhan jasa perbankan bagi masyarakat. Dengan 
keberadaan bank syariah di Indonesia, maka upaya untuk 
peningkatan modal di lingkungan masyarakat dapat  terwujud lebih 
efektif dan efisien. 
Gagasan di Indonesia untuk mendirikan bank syariah telah 
muncul sejak pertengahan 1970-an. Gagasan tersebut disampaikan 
dalam Seminar Nasional Hubungan-Timur Tengah tahun 1974, dan 
pada tahun 1976 dalam Seminar Internasional yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) 
dan Yayasan Bhineka Tunggal Eka. (M. Nur Rianto, 2011: 302) 
Selanjutnya gagasan tentang bank syariah kembali hadir 
pada tahun 1988, pada saat pemerintah telah mengeluarkan 
PAKTO (Paket Kebijakan Oktober), yaitu tentang liberasasi 
industry perbankan. Maka para ulama berusaha keras untuk 
mendirikan Bank yang bebas dari unsur riba, judi, spekulasi dan 
penipuan atau sejenisnya. 
Tahun 1991 berdirilah Bank Mu’amalat Indonesia sebagai 
Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja  
tim MUI setelah lokakarya ulama tentang bunga bank dan 
perbankan di Bogor 19 - 22 Agustus 1990 dan Musyawarah- 
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Nasional (Munas) IV Majlis Ulama Indonesia yang berlangsung di 
Holel Sahid Jaya di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990. 
Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, 
tidak secara eksplisit mengatur tentang bank syariah. Namun dalam 
undang-undang tersebut mempekenakan kehadiran bank dengan 
prinsip bagi hasil. Dalam perjalanan dunia perbankan, 
perkembangan bank syariah pasca krisis ekonomi tahun 1998 
masih tetap stabil dan mampu melewati krisis ekonomi dengan 
baik. 
Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 
muncul saat pasca krisis ekonomi Indonesia. Dalam undang-
undang tersebut dinyatakan secara tegas, bahwa Indonesia 
menganut dual banking system dalam sistem perbankan nasional. 
Artinya undang-undang tersebut memperkenanan Indonesia untuk 
mengoperasikan Bank Umum Syariah (BUS) dan atau Unit Usaha 
Syariah (UUS) dari bank konvensional. Sehingga perkembangan 
Bank Syariah di Indonesia semakin meningkat karena banyaknya 
Bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) 






Tahun 1999, dikeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 
1999 tentang Bank Indonesia. Isi Undang-undang tersebut 
menyatakan bahwa bank indonesia menjadi regulator untuk 
mengambil kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, dimana 
bank indonesia bertangung jawab terhadap peraturan dan 
pengawasan bank konvensional dan syariah.  
Tahun 2004, keluar undang-undang nomor 3 tahun 2004 
tentang Bank Indonesia yang mengamandemen undang-undang 
nomor 23 tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut 
menguraikan secara tegas bahwa penetapan kebijakan moneter 
bank indonesia dengan prinsip syariah. Selanjutnya tahun 2006 
diterbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang 
perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank 
umum yang melakasanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip- 
syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum konvensional. 
(M. Nur Rianto, 2011 : 304) 
Tanggal 16 Juli 2008, telah disahkan undang-undang nomor 
21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut 
memberikan landasan hukum dalam bank syariah dan diharapkan 
dapat meningkatkan perkembangan bank syariah menjadi lebih 
baik dan diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional 
semakin signifikan.  
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Proses perjalanan panjang perbankan syariah di Indonesia 
perlu diakui, dimana kerja keras tim perbankan, MUI dan 
pemerintah dalam merumuskan konsep perbankan yang bebas 
bunga dan murni syariah. Berawal dari sebuah gagasan dalam 
seminar dan lokakarya hingga proses pengembangan konsep 
perbankan syariah sampai saat ini masih terus berkembang. Dan 
dengan berdirinya Bank Mu’amalat, Indonesia menambah daftar 
Negara dalam memulai konsep perbankan syariah.  
Sejalan dengan perkembangan bank syariah yang mulai 
beroperasi, maka sesuai undang-undang no 21 tahun 2008 pasal 34 
tentang perbankan syariah bahwa bank syariah dan unit usaha 
syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik dan 
mencakup prinsip transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatannya. 
Harapannya agar bank syariah yang mulai berkembang tidak hanya 
sebatas mengikuti perkembangan melainkan memiliki arah dan 
tujuan membangun perekonomian negara dengan konsep syariah. 
 
c. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 
Bank syariah dan bank konvensional memiliki beberapa 
perbedaan yang mendasar, baik secara karakteristik, peraturan, dan 
implementasi produks syariah. Telah banyak penelitian yang 
dilakukan di beberapa negara, dan hasilnya menunjukkan bahwa 
konsep bank syariah memiliki ciri dan konsep yang berbeda dari- 
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bank konvensional. Menurut pakar Perbankan Syariah dan 
Ekonomi Islam, M. Syafi’i Antonio ada beberapa perbedaan antara 
bank syariah dan bank konvensional, yaitu (Ibid dalam M.Nur 
Rianto: 2011: 308) : 
1) Akad dan Aspek Legalitas 
Akad dalam bank  syariah yang dilaksanakan 
memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrowi karena akad 
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Terkadang 
nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian 
yang telah dilakukan, bila hukum itu hanya berdasarkan 
hukum positif belaka. Setiap akad dalam perbankan 
syariah harus memenuhi ketentuan akad, antara lain : 
a) Rukun Akad 
1. Ada Penjual 
2. Ada Pembeli 
3. Ada Barang 
4. Ada Harga 
5. Ada Ijab qobul 
b) Syarat 
1. Barang dan jasa harus halal, sehingga 
transaksi atas barang dan jasa yang haram 
menjadi batal demi hukum syariah 
2. Harga barang dan jasa harus jelas 
20 
 
3. Tempat penyerahan harus jelas karena akan 
berdampak pada biaya transportasi 
4. Barang yang ditransaksikan harus utuh dan 
sesuai dengan kesepakatan 
2) Lembaga Penyelesaian Sengketa 
Apabila  dalam perbankan syariah terjadi 
perselisihan antara bank dan nasabah  maka kedua 
pihak diarahkan untuk tidak menyelesaikannya 
diperadilan negeri, melainkan sesuai denan tata cara dan 
hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum 
materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di 
Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase 
Syariah Nasional (Basyarnas). 
3) Struktur Organisasi 
Bank Syariah memiliki struktur organisasi yang 
sama dengan bank konvensional, antara lain Komisaris, 
Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas 
untuk menggawasi operasiaonalisasi bank agar produk-
produknya sesuai dengan prinsip syariah. 
4) Bisnis dan Usaha yang dibiayai 
Bisnis dan usaha nasabah bank syariah, yang 
dilaksanakan tidak terlepas dari konsep syariah karena- 
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bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha 
yang terkandung didalamnya hal-hal yang diharamkan. 
5) Lingkungan Kerja dan Corporate Culture 
Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan 
kerja yang sejalan dengan syariah, baik dalam etika, 
profesionalitas, kapabilitas dan kepribadian. 
Berikut perbedaaan bank syariah dan bank konvensional 
secara umum, baik dari segi landasan hukum hingga operasional 
kegiatannya : 
Tabel 2.4 
Tabel Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional 
 












dalam syariat islam 
Segala investasi 
























Terdapat  DPS (Dewan 
Pengawas Syariah) 
yang mengawasi bank  
Tidak terdapat Dewan 
Pengawas Syariah 
7 Operasional  Dana masyarakat 
berupa titipan dan 
investasi yang baru 
akan mendapatkan 
 Dana masyarakat 
berupa simpanan 
yang harus dibayar 






 Penyaluran pada 
usaha yang 
diperbolehkan dalam 
syariah islam dan 
menguntungkan 
jatuh tempo. 
 Penyaluran pada 
sektor yang 
menguntungkan 
Sumber : M.Syafi’i Antonio, 2001:34 dan sumber lainnya 
 
2. Produk Bank Syariah 
a. Penghimpun Dana (Funding) 
1) Tabungan 
 Undang-undang nomor 21 tahun 2008, bahwa bank syariah 
menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, 
tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan akad wa’diah. Dalam undang-undang juga 
menerangkan bahwa bank syariah menghimpun dana dalam 
bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya 
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan akad 
mudhorobah. 
 Uraian diatas menyatakan bahwa bank syariah dapat 
menghimpun dana dengan nama atau bentuk apapun (tabungan, 
giro, deposito, dan lainnya) berdasarkan akad wadi’ah atau akad 
mudhorobah, dan penarikannya dapat dilakukan menurut syarat 




 Fatwa Dewan Syariah Nasinonal Nomor 02/DSN-
MUI/IV/2000, bahwa tabungan terdiri dari 2 jenis yaitu : 
a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah 
yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan 
bunga. 
b) Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni 
tabungan yang berdasarkan prinsip Mudhorobah dan 
Wadi’ah. 
Tabungan merupakan simpanan nasabah yang likuid, 
artinya tabungan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu apabila 
dibutuhkan oleh nasabah. 
2) Deposito 
Undang-undang nomor 21 tahun 2008 juga dijelaskan 
tentang deposito, yang menyebutkan bahwa bank syariah 
menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, 
tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan- dengan itu 
berdasarkan dengan akad mudhorobah. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-
MUI/IV/2000, bahwa Deposito terdiri dari 2 jenis yaitu : 
a) Deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah, yaitu 
deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. 
b) Deposito yang dibenarkan dalam syariah, yaitu deposito 
yang berdasarkan prinsip mudhorobah. 
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Urian diatas sangat jelas, bahwa deposito merupakan 
simpanan yang dihimpun dari masyarakat dengan menggunakan 
prinsip mudhorobah. Deposito adalah simpanan nasabah yang 
mempunyai jumlah minimal dan jangka waktu tertentu, serta 
memilik tingkat bagi hasil yang berbeda atau lebih tinggi dari 
tabungan lainnya. 
Produk deposito biasanya dipilih oleh nasabah yang 
memiliki kelebihan dana, tujuan nasabah menyimpan dana 
tersebut untuk mendapatkan tingkat bagi hasil yang tinggi dan 
sebagai sarana berinvestasi jangka panjang atau jangka pendek. 
3) Giro 
Aturan yang membahas tentang Giro juga terangkai dalam 
undang-undang nomor 21 tahun 2008, bahwa bank syariah 
menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, 
tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan akad wa’diah. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-
MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa Giro adalah simpanan dana 
yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya, atau- 
dengan pemindahbukuan. Giro dalam Fatwa Dewan Syariah 
Nasional memiliki 2 jenis yaitu : 
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a) Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang 
berdasarkan perhitungan bunga 
b) Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang 
berdasarkan prinsip mudhrobah dan wadi’ah 
Giro merupakan bentuk produk simpanan nasabah yang 
tidak diberikan bagi hasil, dan pegambilan dana menggunakan 
cek, yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan, yayasan 
atau bentuk badan hukum lainnya. Walaupun bank syariah tidak 
memberikan bagi hasil kepada nasabah giro, namun bank tetap 
memberikan bonus kepada nasabah giro dengan nominal yang 
tidak ditentukan awal.  
4) Wadi’ah  
Wadi’ah merupakan akad penitipan dari pihak yang 
mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan 
dengan catatan kapanpun titipan tersebut diambil oleh pihak 
penerima titipan (mustawdi’). Dalam perbankan wadi’ah  
merupakan metode simpanan (deposit) barang atau dana dari 
pihak lain, untuk tujuan keamanan. 
Wadi’ah  memiliki 2 jenis yaitu wadi’ah al-amanah dan 
wadi’ah yad-dhomanah. Jenis wadi’ah al-amanah, merupakan 
prinsip titipan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak yang 
dititipi dengan alasan apapun, akan tetapi pihak yang dititipi 
boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang- 
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menitipkan sebagai bentuk penjagaan barang yang dititipkan 
(Muh. Syafi’i Antonio, 2001:87) 
Wadi’ah yad-dhomanah pihak yang dititipi 
bertanggungjawab penuh atas keutuhan uang/barang, sehingga 
pihak yang dititipi dapat memanfaatkan uang/barang tersebut. 
Pihak penerima titipan dapat memberikan keuntungan yang 
didapat sesuai dengan kebijakan pihak penerima titipan. Sumber 
hukum dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut : 
                              
                               
 
Artinya : 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya- 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-
Nisa: 58) 




















1. Pihak yang menitipkan (muwaddi’) sepakat untuk 
melakukan akad wadiah dengan penerima titipan 
(mustawdi’). 
2. Muwaddi’ menyerahkan uang/barang untuk disimpan 
oleh mustawdi’. 
3. Mustawdi’ menyerahkan uang/barang kepada 
muwaddi’ ketika diminta 
Adapun skema transaksi wadi’ah yad-dhomanah adalah 







    
Keterangan : 
1. Pihak yang menitipkan (muwaddi’) sepakat untuk 
















Skema wadi’ah yad-dhomanah 
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2. Muwaddi’ menyerahkan barang atau dana untuk 
disimpan oleh mustawdi’. 
3. Mustawdi’ memanfaatkan barang atau dana kepada 
pengguna/ pembiayaan. 
4. Pengguna barang atau dana memberikan bagi hasil 
kepada mustawdi’ (disini mustawdi’ bertindak sebagai 
pemilik modal). 
5. Mustawdi’ memberikan sejumlah bonus kepada 
muwaddi’ atas pemanfaatan barang atau dana. 
 
b. Penyaluran Dana (Lending) 
1) Prinsip Jual Beli 
a) Murobahah 
Murobahah adalah akad jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam 
murobahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang 
dijual, dan menentukan tingkat keuntungan sebagai 
tambahannya. Produk pembiayaan murobahah paling banyak 
digunakan oleh bank syariah karena praktik yang mudah 
dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. (M. 





Murobahah memiliki 2 jenis transaksi yaitu, pertama 
Murobahah dengan pesanan ,dan kedua Murobahah tanpa 
pesanan. Murobahah dengan pesanan dikategorikan sebagai 
pesanan mengikat artinya pembeli harus membeli barang 
yang telah dipesannya dan tidak dapat membatalkannya. 
Untuk murobahah tanpa pesanan, pembeli dapat melakukan 
khiyar untuk membeli barang tersebut atau tidak, dan penjual 
telah menyiapkan barang tersebut tanpa pesanan dari 
pembeli. Sumber hukum dalam Al-Qur’an adalah sebagai 
berikut : 
                
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-
aqad itu”(QS. Al-Maidah:1) 
 
...               ... 
 
Artinya : 
“...Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...”(QS. Al-Baqoroh:275) 
 
 
                         








“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu…”(QS. An-
Nisaa’:29) 
Adapun skema transaksi murobahah tanpa pesanan dan 








1. Bank Syariah dan nasabah sepakat melakukan akad 
murobahah 
2. Bank Syariah menyerahkan barang kepada nasabah 





















    
Keterangan : 
1. Bank Syariah dan nasabah sepakat melaksanakan akad 
murobahah dengan memesan barang. 
2. Bank Syariah memesan dan membeli barang sesuai 
pesanan melalui produsen/supplier. 
3. Produsen menyerakan barang ke bank syariah (bank 
syariah bertindak sebagai pembeli). 
4. Bank Syariah menyerahkan barang sesuai pesanan 
nasabah. 
5. Nasabah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan 









Skema murobahah dengan pesanan 











Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-
MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa akad istishna’ adalah 
akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang 
tertentu sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 
telah disepakati antara pemesan (mustashni’) dan penjual 
(shani’). Shani’ akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai 
dengan spesifikasi yang telah disepakati atau menyiapkan 
barang melalui pihak lain.  
Istishna’ memilik 2 jenis yaitu istishna’ bersifat murni 
dan stishna’ pararel. Istishna’ murni adalah akad jual beli 
dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu sesuai 
dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati 
antara pemesan (mustashni’) dan penjual/pembuat (shani’), 
dan Istishna’ pararel adalah akad jual beli dalam bentuk 
pemesanan pembuatan barang tertentu sesuai dengan kriteria 
dan persyaratan tertentu yang dalam transaksinya melibatkan 
pihak lain/ketiga. 
Umumnya akad istishna’ digunakan untuk produk 
manufaktur seperti konstruksi/pembangunan rumah, gedung, 
mesin pengelola, dan lainnya. Dalam akad Istishna’, 
spesifikasi asset yang dipesan harus jelas. Apabila yang 
dipesan adalah bangunan  maka dari luas bangunan, model- 
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dan spesifikasi tertetu harus jelas. Dengan demikian adanya 
spesifikasi jelas, diharapkan persengketaan dapat dihindari. 
Sumber hukum dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut : 
               … 
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-
aqad itu…”(QS. Al-Maidah:1) 
 
Adapun skema transaksi istishna’ murni dan 





   Keterangan : 
1. Bank Syariah dan nasabah sepakat untuk melaksanakan 
akad istishna’ . 
2. Bank Syariah mengerahkan barang kepada nasabah 





Skema Istishna’ Murni 













   Keterangan : 
1. Bank Syariah dan nasabah sepakat melaksanakan akad 
istishna’. 
2. Bank Syariah memesan dan membeli barang sesuai 
pesanan melalui produsen/supplier. 
3. Produsen menyerakan barang ke bank syariah (disini 
bank syariah bertindak sebagai pembeli). 
4. Bank Syariah menyerahkan barang sesuai pesanan 
nasabah. 
5. Nasabah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan 










Skema Istishna’ Pararel 











Salam berasal dari kata as salaf yang artinya 
pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uang di 
muka (down payment). Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa akad 
salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan 
pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. 
Salam dapat didefinisikan sebagai akad jual beli barang yang 
ketika transaksi dilakukan pembeli melakukan pembayaran 
dimuka sedangkan penyerahan barang di kemudian hari. 
Akad salam diperbolehkan oleh syariat karena tidak ada 
unsur gharar (bahaya). Walaupun barang akan diserahkan 
dikemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, 
kuantitas dan waktu penyerahan telah disepakati ketika akad 
salam terjadi, dan umumnya akad salam digunakan untuk 
transaksi barang pertanian atau sejenisnya. 
Salam memilik 2 jenis yaitu salam yang bersifat murni 
dan salam pararel. Salam murni adalah akad jual beli dimana 
barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi 
dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka, dan 
Salam pararel yaitu akad jual beli dimana barang yang 
diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan- 
pembeli melakukan pembayaran dimuka yang dalam 
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transaksinya melibatkan pihak lain/ketiga (supplier). Sumber 
hukum dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut : 
 
                            
                                
                               ...   
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah- 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 
daripada hutangnya…” (QS. Al-Baqoroh: 282) 
 
 
               … 
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-


















1. Bank Syariah dan nasabah sepakat untuk melaksanakan 
akad salam . 
2. Bank Syariah menyerahkan barang kepada nasabah 
3. Nasabah melakukan pembayaran kepada Bank Syariah 
Akad salam yang berkaitan dengan pihak lain atau pihak 
ketiga dalam penyediaan barang salam disebut salam pararel. 











Skema salam murni 





Skema Salam Pararel 











1. Bank Syariah dan nasabah sepakat melaksanakan akad 
salam. 
2. Bank Syariah memesan dan membeli barang sesuai 
pesanan melalui produsen/supplier. 
3. Produsen menyerakan barang ke bank syariah (disini 
bank syariah bertindak sebagai pembeli). 
4. Bank Syariah menyerahkan barang sesuai pesanan 
nasabah. 
5. Nasabah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan 
kesepakatan kepada bank syariah 
Tabel 2.5 
Perbandingan Salam dan Istishna’ 
Subjek Salam Istishna’ Keterangan 
Pokok 
Akad 
Muslam fihi Masnu’ Barang 
ditangguhkan sesuai 
dengan spesifikasi 























Baik salam pararel 
dan istishna’ pararel 
sah dilaksanakan 
selama kedua akad 
secara hukum 
terpisah 
  Sumber : Akuntansi Syariah, Salemba Empat, 2013:217 
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2) Prisip Bagi Hasil 
a) Mudhorobah 
Mudhorobah merupakan salah satu produk perbankan 
syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Banyak 
literatur yang membahas tentang mudhorobah baik secara 
etimologi maupun epistimologi. 
Menurut M. Nur Riyanto dalam Dasar-dasar Ekonomi 
Islam (2011:344) mengatakan bahwa mudhorobah berasal 
dari kata dharaba-yadhribu, berarti memukul. Pengertian 
memukul ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 
memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. 
Mudhorobah berasal dari kata adhdhrby fil ardhi, yaitu 
berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga qirodh yang 
berasal dari kata al-qordhu yang berarti potongan, karena 
pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan 
dan memperoleh sebagian keuntungan. 
Dalam PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) 
Nomor 105 mendefinisikan mudhorobah adalah sebagai akad 
kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama 
(pemilik modal/shohibul maal) menyediakan seluruh dana, 
sedangkan pihak kedua (mudhorib) bertindak sebagai 




Kerugian financial ditanggung oleh pemilik modal 
sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian 
pengelola dana, namun apabila kerugian yang terjadi 
diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka kerugian itu akan 
ditanggung oleh pengelola dana. 
Akad mudhorobah merupakan transaksi investasi yang 
memiliki satu unsur sangat penting yaitu kepercayaan (trust), 
dimana pemilik modal harus memiliki tingkat kepercayaan 
yang baik saat menginvestasikan dananya ke pengelola dana.  
Kepercayaan ini penting dalam akad mudhorobah karena 
pemilik modal tidak dapat ikut campur dalam manajemen 
perusahaan /proyek yang dikelola oleh pengelola dana, 
kecuali memberikan saran, masukan dan pengawasan kepada 
pengelola dana.  
Penentuan bagi hasil pada akad mudhorobah tidak 
diperbolehkan mensyaratkan dengan jumlah tertentu, karena 
dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan 
atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang dibolehkan 
dalam syariat. Maka sebaiknya dalam penentuan bagi hasil 
menggunakan bentuk prosentase/nisbah, misalnya 60:40, 




Namun sebelum memberikan bagi hasil, penentuan 
keuntungan sebaiknya menggunakan nilai realisasi 
keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang 
secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan 
kepada pemilik  modal. Sumber hukum dalam Al-Qur’an 
adalah sebagai berikut : 
 
                           
                  
Artinya : 
“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia 
Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung” (QS. Al-Jumu’ah:10) 
 
                            
                            
                                    
Artinya : 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah- 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang- 
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menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-
Baqoroh:283) 
 
Adapun skema transaksi mudhorobah adalah 












   Keterangan : 
1. Shohibul Maal dan mudhorib sepakat melaksanakan 
akad mudhorobah. 
2. Shohibul Maal dan mudhorib sepakat mengadakan 











Nisbah Y % Nisbah X % 
Keahlian/SDM/ 












3. Pembagian proyek : 
a. Sohibul Maal memberikan modal 100% untuk 
proyek usaha 
b. Mudhorib memberikan SDM/keterampilan/keahlian 
untuk proyek usaha 
4. Pembagian keuntungan : 
a. Shohibul Maal memperoleh keuntungan dan nisbah 
bagi hasil dengan prosentase X %, 
b. Mudhorib memperoleh keuntungan dan nisbah bagi 
hasil dengan prosentase Y %, 
c. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik 
modal sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh 
kelalaian pengelola dana, namun apabila kerugian 
yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola 
maka kerugian itu akan ditanggung oleh pengelola 
dana. 
5. Dari proyek usaha tersebut maka pengelola modal 
mengembalikan modal yang telah digunakan dalam 








Muh. Syafi’i Antonio (2011:90) mengemukakan bahwa 
musyarokah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau 
lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai 
kesepakatan. 
Afzalur Rahman dalam Sri Nurhayati-Wasilah 
(2013:150), secara etimologi musyarokah dari bahasa al-
syirkah berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan 
dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit 
dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dalam 
musyarokah adalah shirkah atau sharikah atau kemitraan. 
PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 
106 mendefinisikan musyarokah sebagai akad kerja sama 
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 
dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan 






Musyarokah merupakan bentuk akad yang melibatkan 
para pemilik modal dengan tujuan untuk mencari 
keuntungan. Dalam akad musyarokah, para mitra secara 
bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha 
tersebut dan berkerja bersama dalam mengelola usaha. 
Apabila usaha tersebut memperoleh keuntungan, maka hasil 
keuntungan akan dibagikan kepada para pemilik modal sesuai 
dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati, namun 
apabila tejadi kerugian maka akan didistribusikan kepada 
para pemilik modal sesuai dengan porsi setiap modal yang 
diberikan.  
Metode akad musyarokah tersebut telah sesuai dengan 
prinsip keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang 
terlibat dalam transaksi harus bersama-sama menanggung 
resiko. Sumber hukum dalam Al-Qur’an adalah sebagai 
berikut : 
 
                            
                           







“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat 
zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 
ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya 
kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah 
mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami 
mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 
lalu menyungkur sujud dan bertaubat”(QS. Asshad:24) 
 
Adapun Skema transaksi musyarokah adalah 









   Keterangan : 
1. Shohibul Maal 1 dan 2 menyepakati akad musyarokah. 
2. Shohibul Maal 1 dan 2 sepakat mengadakan proyek 
usaha dan dikelola besama-sama. 
3. Shohibul Maal 1 dan 2 sepakat menyediakan modal, 






2 Shohibul Maal/ 
Pemilik Modal 








4. Jika terjadi kuntungan akan dibagi sesuai dengan 
nisbah bagi hasil yang telah disepakati, namun bila 
terjadi kerugian akan dibagi sesuai dengan proporsi 
modal. 
 
3) Prinsip Sewa 
a) Ijaroh 
Ijaroh secara etimologi berasal dari kata al-ajru yang 
berarti al’iwadhu (ganti/kompensasi).  Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa 
ijaroh adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu 
barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa 
(ujroh) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang 
itu sendiri. Dalam perkembangannya ijaroh juga dapat 
diambil manfaatnya dalam bentuk jasa. 
Akad ijaroh pemberi sewa (mu’jir) menyediakan asset 
yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaatnya selama 
periode akad dan mendapatkan upah sewa (ujroh). Apabila 
setelah akad terdapat kerusakan sebelum disewakan dan tidak 
sepengetahuan pemilik maka akad dapat dikatakan batal atau 





Prinsipnya akad ijaroh dimaksudkan untuk mengambil 
manfaat atas suatu asset/barang/jasa dengan cara membayar 
uang sewa (ujroh). Jadi pada saat aset sudah tidak memiliki 
manfaat, maka asset tersebut sudah tidak dapat dijadikan 
sebagai syarat alat sewa, dan dalam keuangan konvensional 
ijaroh disebut operating lease. Sumber hukum dalam Al-
Qur’an adalah sebagai berikut : 
 …                        
                                
Artinya : 
“…dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 
orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut.  
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-
Baqoroh:233) 
 




















1. Pemberi sewa dan penyewa sepakat melakukan akad 
Ijaroh. 
2. Pemberi sewa menyerahkan barang/jasa/objek sewa 
kepada penyewa. 
3. Penyewa memberikan sejumlah uang berupa upah sewa 
/ Ujroh kepada pemberi sewa. 
 
b) Ijaroh Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) 
Ijaroh Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) merupakan jenis 
lain dari akad ijaroh. Perbedaan mendasar antara IMBT 
dengan ijaroh adalah dari kepemilikan asset, Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002, bahwa akad 
IMBT adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan 
opsi kepemilikan hak milik atas benda yang disewa kepada 
penyewa setelah selesai masa sewa. Dan untuk kepemilikan 
asset pada akad ijaroh saat jatuh tempo asset akan 
dikembalikan kepada pemberi sewa. 
Menurut M. Nur Riyanto dalam dasar-dasar ekonomi 
Islam (2011:341) mengatakan bahwa ijaroh munthiya bit 
tamlik adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa 
melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan hak opsi 
kepemindahan kepemilikan atas barang itu di akhir masa 
kontrak. Sehingga penyewa memiliki hak untuk memiliki 
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barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewaan dan 
dapat disebut capital lease. Sumber hukum dalam Al-Qur’an 
adalah sebagai berikut : 
 
                               
Artinya : 
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang- 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya" (QS. Al-Qhosos:26) 
   
Adapun skema transaksi ijaroh muntahiya bit tamlik 










1. Pemberi sewa dan penyewa sepakat melakukan akad 
ijaroh muntahiya bit tamlik 
2. Pemberi sewa menyerahkan barang/jasa/objek sewa 
kepada penyewa. 
Gambar 2.12 










3. Penyewa memberikan sejumlah uang berupa upah sewa 
/ Ujroh kepada pemberi sewa, dan saat jatuh tempo 
sewa, dan barang sewa menjadi hak milik penyewa. 
 
c. Jasa (Service) 
Bank syariah selain menjalankan fungsi produk pendanaan 
dan pembiayaan juga memberikan pelayanan jasa perbankan 
dengan mendapatkan imbalan atau keuntungan dari jasa tersebut. 
Beberapa akad Jasa perbankan syariah membahas tentang 
pertukaran mata uang, penitipan mata uang dan transaksi lain. 
Akad pelayanan jasa tersebut digunakan untuk membantu, 
mempermudah dan memperlancar berbagai aktivitas nasabah. 
Berikut uraian singkat tentang Produk Pelayanan Jasa 
perbankan Syariah : 
1) Qord 
Qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 
ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 
meminjamkan tanpa mengharap imbalan. (M. Nur Riyanto, 
2011: 348). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-
MUI/IV/2001 Qord adalah satu akad pinjaman kepada nasabah 
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana 
yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah 
disepakati oleh bank dan nasabah.  
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Pinjaman qord bertujuan untuk diberikan kepada orang 
lain yang membutuhkan atau membutuhkan dana talangan 
segera untuk jangka sangat pendek. Dalam perbankan syariah 
produk qord juga difungsikan sebagai sumbangan untuk usaha 
kecil atau membantu di sektor sosial, untuk lebih khusus 
produk qord dapat dikenal sebagai produk qordul hasan. Allah 
SWT berfirman dalam Al-Qur’an : 
 
                             
Artinya : 
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah 
pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan 
(balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan 
memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-hadid:11) 
 
2) Hawalah 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-
MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa hawalah adalah akad 
pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada 
pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya). Menurut 
M. Nur Riyanto (2011:346) hawalah adalah pengalihan hutang 
dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib 
menanggungnya, atau akad pemindahan hutang piutang suatu 
pihak ke pihak lain.  
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Pada prinsipnya akad hawalah bertujuan untuk saling 
tolong menolong (tabarru’) untuk memperoleh ridho Allah 
SWT. Apabila yang dialihkan adalah piutang maka akad 
hawalah merupakan akad pengalihan piutang dari satu pihak 
yang berpiutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih 
piutangnya. Pihak yang menerima pengalihan hutang atau 
piutang dapat memperoleh imbalan/fee/ujroh atas jasanya dan 
besarnya ujroh harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, 
tetap dan pasti. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an : 
 
                           … 
 
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan,…” (QS. Al-Baqoroh: 282). 
 
3) Wakalah 
Wakalah adalah perwakilan antara dua pihak, dimana 
pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua 
untuk bertindak atas nama pihak pertama. Menurut Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, 
wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada 




Aplikasi wakalah di perbankan syariah dalam bentuk 
penyaluran dana apabila nasabah memberikan kuasa kepada 
Bank untuk mewakili dirinya melakukan pelayanan jasa 
tertentu seperti L/C (letter of credit), inkaso dan transfer uang. 
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an :  
   ...                  ... 
Artinya : 
“...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu 
untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, 
...” (QS. Al-Kahfi: 19) 
4) Sharf 
Sharf adalah transaksi pertukaran emas dan perak, atau 
pertukaran valuta asing. Menurut Fatwa Dewan Syariah 
Nasioanl Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, sharf adalah transaksi 
jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar 
mata uang berlainan jenis. Prinsip sharf untuk jual beli mata 
uang yang tidak sejenis ini penyerahannya dilakukan pada 
waktu yang sama dan bank akan mengambil keuntungan dari 
jual beli dengan menggunakan valuta asing.  
Adapun syarat-syarat dalam sharf harus terpenuhi, yaitu 
: harus tunai, serah terima harus dalam majelis kontak, bila 
pertukaran antara mata uang yang sama harus dalam jumlah 





Rahn secara etimologi adalah tetap, kekal, dan jaminan. 
Secara istilah Rahn adalah apa yang disebut dengan barang 
jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Rahn secara 
epistimologi menahan barang sebagai jaminan atas hutang. 
Akad rahn dapat diartikan sebagai perjanjian dengan jaminan 
atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Akad rahn 
memiliki tujuan agar pemberi pinjaman lebih percaya kepada 
penerima pinjaman. Menurut Fatwa Dewan Syariah  Nasional 
Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, rahn adalah pinjaman dengan 
menggadaikan barang sebagai jaminan hutang. 
Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada 
hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, 
namun dapat dilakukan oleh pihak yang menerima gadai dan 
biayanya harus ditanggung penerima gadai. Allah SWT 
berfirman dalam Al-Qur’an : 
 
                              
                                   





 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 
janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. 
dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka 
Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 




Kafalah adalah jaminan dari suatu pihak kepada pihak 
lain, yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh 
penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban 
dari pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Akad kafalah 
merupakan salah satu akad tabbru’, yaitu akad yang memiliki 
tujuan untuk menolong atau membantu. 
Kafalah disebut juga dhaman (jaminan), hamalah (beban), 
dan za’amah (tanggunggan). Menurut Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, kafalah adalah 
jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak 
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 





Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an : 
                       … 
Artinya : 
“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan 
penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan 
yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya,...” 
(QS. Al-Imron:37) 
                                
Artinya : 
“penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala 
Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan 
memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku 
menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf:72) 
 
 
3. Pembinaan Hubungan Kerja 
Berbagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah, baik produk 
pendanaan, pembiayaan dan jasa. Dalam produk pembiayaan bank 
syariah, pihak bank akan melakukan pengawasan dan pembinanan 
terhadap kinerja nasabah pembiayaan untuk mengurangi resiko 
keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajiban atau menghindar 
dari kewajiban.  
Penelitian Anik Malikah (2007:15) menyatakan bahwa 
pembinaan hubungan kerja adalah adanya pengarahan dari pihak bank 
dalam rangka membantu nasabah pembiayaan dalam memecahkan 
masalah yang dihadapi oleh nasabah.  
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Penelitian Robiyah (2004:7), hasil penelitian menyebutkan bahwa 
pembiyaan syariah dan pembinaan hubungan kerja berpangaruh 
signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil. Pembinaan hubungan 
kerja dalam perbankan syariah adalah pembinaan dalam pembiayaan, 
dimana bank syariah berupaya untuk melakukan pembinaan 
pembiayaan agar tidak menimbulkan masalah. Pembinaan tersebut 
dilakukan dengan berkesinambungan dan dilakukan oleh bagian 
pembiayaan bank syariah yang berwenang menilai dan mengawasi 
perkembangan pembiayaan. Bentuk pembinaan dapat dilakukan secara 
administratif atau secara langsung. 
Pembinaan secara administratif adalah kegiatan yang dilakukan di 
dalam kantor,  artinya pembinaan melalui laporan pembiayaan, analisa 
pembiayaan, dan dokumen pengawasan dari bagian pembiayaan. 
Sedangkan pembinaan secara langsung adalah melakukan kunjungan 
ke nasabah pembiayaan, dimana pihak bank syariah akan memberikan 
pengawasan secara langsung perkembangan usaha dan produktifitas 
kegiatan ekonomi setelah diberikan pembiayaan. 
Arsyad Al-Makki (2010:14) dalam penelitiannya menyebutkan 
bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, 
pengawasan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif 
adalah kegiatan pencegahan terjadinya masalah dalam pembiayaan 
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses 
pembiayaan hingga pencairan pembiayaan. 
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Pengawasan represif  adalah kegiatan pengawasan yang 
dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam 
pembiayaan yang dapat dengan barbagai cara setelah pembiayaan 
realisasi sampai dengan pembiayaan selesai. 
Commercial Bank Management (Veithzal Rifai, 2013:264) 
mengklasifikasikan pengawasan dalam tiga jenis yaitu : 
a) On desk monitoring, merupakan pengawasan pembiayaan secara 
administratif yaitu melalui instrumen dokumen, laporan, financial 
statement, dan informasi pihak ketiga. Dan data administratif yang 
dimonitor adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan 
sendiri. 
b) On site monitoring, adalah pengawasan langsung ke nasabah, baik 
sebagian, menyeluruh, atau kasus tertentu untuk membuktikan 
pelaksanakan kebijakan dalam pembiayaan. Pemantauan ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksesuaian antara 
laporan dan kondisi fisik dari kegiatan nasabah. Karena kegiatan 
administratif harus sesuai dengan laporan fisik kegiatan nasabah. 
c) Exception monitoring, adalah pemantauan pembiayaan dengan 
memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan lancar, 
dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan jatuh tempo 




Secara eksplisit dalam Al-Qur’an tidak disampaikan tentang 
bagaimana cara melakukan pengawasan dan monitoring pembiayaan. 
Namun Allah SWT telah mengajarkan kita bagaimana cara kita 
melaksanakan proses muamalah yang baik dan beserta solusi untuk 
pembiayaan yang bermasalah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an: 
                                  
                              
                                  
                                 
                           
                           
                            
                            
                             
                           








“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis 
di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 
orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika 
yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 
(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) 
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 
lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 
antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah 
suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; 
Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu”(QS. Al-Baqoroh : 282) 
Ayat di atas menjelaskan tentang praktek hutang-piutang. 
Hendaknya pelaku usaha melakukan pencatatan mengenai waktu dan 
jumlah hutang-piutang dengan cara yang baik dan adil, serta tidak 
melakukan manipulasi dan menzholimi yang lain. Kalimat (  فا هوبتك ) 
dalam ayat diatas berorientasi kepada sistem pencatatan secara 
adminitratif, dalam hal ini disebut One Desk Monitoring yaitu 
pengawasan pembiayaan secara adminstratif yaitu melalui instrumen- 
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dokumen, laporan, financial statement, dan informasi pihak ketiga. 
Kemudian dengan pencatatan dokumen tersebut akan digunakan 
sebagai pemantauan kredit dengan metode One Site Monitoring, yaitu 
pemantauan kredit secara langsung untuk mengetahui apakah terjadi 
kesesuaian antara laporan dokumen dan kondisi fisik dari kegiatan 
usaha nasabah. Allah SWT berfirman dalam A-Qur’an :  
                                    
Artinya : 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui”(QS. Al-Baqoroh:280) 
Intisari dari ayat di atas adalah bahwa dalam bermuamalah kita 
harus tetap memperhatikan kondisi orang yang berhutang. Bank 
sebagai pemilik modal (piutang) dan nasabah sebagai pengelola 
(hutang), maka saat nasabah mengalami kesulitan dalam pengembalian 
pinjaman, maka hendaknya bank memberikan penangguhan kepada 





Proses penangguhan waktu yang diberikan oleh bank, merupakan 
tindakan bank dalam mengawali kegiatan Expection Monitoring, yaitu 
pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal 
yang kurang berjalan lancar, dan hal-hal yang telah berjalan sesuai 
dengan jatuh tempo pembiayaan untuk dikurangi intensitasnya. 
Commercial Bank Management (Veithzal Rifai, 2013:244) 
mengungkapkan bahwa saat hasil pemantauan pembiayaan 
menyatakan bahwa nasabah memiliki prospek bagus dan itikad baik 
untuk menyelesaikan kewajiban. Maka bank dapat mengambil 
tindakan sebagai berikut : 




e) Management Assistancy 
f) Penyertaan Bank 
Bagi nasabah yang kurang memiliki prospek dan tidak mempunyai 
itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka bank dapat 








e) Penebusan jaminan 
Bagi nasabah yang tidak memiliki prospek dan mempunyai itikad baik 
untuk menyelesaikan kewajibannya, maka bank memberikan 
keringanan tunggakan bunga/margin/bagi hasil/denda/ dengan syarat : 
a) Kondisi usaha nasabah tidak dapat berjalan sehingga pelunasan 
hanya bisa diharapkan dari penjualan jaminan/agunan 
b) Nasabah telah dinyatakan pailit atas dasar keputusan Pengadilan 
Negeri 
c) Prospek pemasaran dari produk nasabah sudah tidak ada/kurang 
baik, mesin/pabrik/proses produksi sudah tidak berjalan, 
manajemen tidak profesional dan tenaga kerja terampil tidak ada 
d) Bahan baku untuk melanjutkan produksi sulit diperoleh dipasar, 
sedangkan teknologi yang dipakai sudah usang (out of date) 
Dan nasabah yang tidak mempunyai prospek dan itikad yang baik 
untuk menyelesaikan kewajiban, maka bank dapat mengambil 
tindakan sebagai berikut : 
a) Penyelesaian kredit melalui Pengadilan negeri 
- Pengajuan permohonan somasi 
- Pengajuan permohonan eksekusi sertifikat hipotek 
b) Lelang oleh Bank 
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Pembinaan pembiayaan bank syariah adalah upaya yang 
dilakukan dalam mengelola kredit bermasalah agar dapat diperoleh 
hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pemberian kredit (Veithzal 
Rifai, 2013 : 241). Maka bank syariah harus merencanakan pembinaan 
pembiayaan, baik untuk calon nasabah pembiayaan araupun nasabah 
yang telah menjadi nasabah pembiayaan. 
Dalam penelitian ini, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut tentang 
pengaruh produk pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja 
terhadap non performing financing (NPF)/NPL, dimana NPF 
merupakan suatu ukuran untuk mengetahui rasio nasabah yang 
mengalami keterlambatan atau masalah dalam pembiayaan. 
4. Non Performing Financing (NPF) 
Non performing financing (NPF) atau non performing loan (NPL) 
adalah ukuran rasio kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang 
memiliki beberapa jenis, yaitu lancar (pass), perhatian khusus (special 
mention), kurang lancar (substandart), diragukan (doubtfull) dan macet 
(loss). Kualitas kredit tersebut didasarkan pada resiko kemungkinan 







Rasio NPL digunakan dalam bank umum, sedangkan rasio NPF 
digunakan dalam bank syariah. NPF/NPL merupakan prosentase rasio 
yang bertujuan untuk menunjukkan kemampuan kualitas manajemen 
keuangan bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah, semakin 
tinggi rasio tersebut maka semakin buruk kualitas kinerja bank dalam 
mengatasi pembiayaan bermasalah 
Unsur dalam penentuan kualitas adalah waktu pembayaran pokok, 
margin, bagi hasil, bunga maupun pelunasan. (Viethzal Rifai, 2013 : 
211) Rasio ukuran kredit bermasalah yang didasarkan pada bank 
adalah sebagai berikut : 
a. Kredit Lancar (pass) 
Pengelompokan kredit lancar apabila memenuhi kriteria sebagai 
berikut : 
1) Pembayaran angsuran pokok/margin/bagi hasil/ bunga tepat 
waktu 
2) Memiliki transaksi rekening aktif 
3) Memiliki agunan tunai (cash collecteral) 
b. Perhatian Khusus (special mention) 
Penggolongan jenis kredit dalam perhatian khusus, apabila 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 
1) Memiliki tunggakan angsuran pokok/margin/bagi hasil/ 
bunga yang belum melampaui 90 hari 
2) Kadang terjadi tunggakan 
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3) Mutasi rekening relatif aktif 
4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak/akad yang 
diperjanjikan 
5) Didukung dengan agunan baru 
c. Kurang Lancar (substandart) 
Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok/margin/bagi hasil/ bunga 
yang telah melampaui dari 90 hari 
2) Sering terjadi tunggakan 
3) Frekuensi transaksi rekening relatif rendah 
4) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 
hari 
5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 
6) Dokumentasi pinjaman lemah 
d. Diragukan (doubtful) 
Kredit yang dikelompokkan dalam kategori diragukan adalah 
sebagai berikut : 
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok/margin/bagi hasil/ bunga 
yang telah melampaui 180 hari 
2) Terjadi tunggakan bersifat permanen 
3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 
4) Terjadi kapitalisasi bunga 
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5) Dokumentasi hukum yang lemah untuk perjanjian kredit 
maupun pengikatan jaminan 
e. Macet (loss) 
Pengelompokan kredit macet, apabila memenuhi krireria sebagai 
berikut : 
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok/margin/bagi hasil/ bunga 
yang telah melampaui 270 hari 
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 
dicairkan pada nilai wajar 
Uraian diatas menunjukkan bahwa rasio kredit macet merupakan 
indikator kemampuan nasabah pembiayaan dalam pemenuhan 
kewajiban sebagai tanggungjawab. Kriteria penggolongan merupakan 
bentuk pengawasan secara administratif dan pencegahan apabila terjadi 
permasalahan dalam pembiayaan.  
NPF merupakan ukuran dalam tingkat kredit macet pada bank 
syariah, artinya setiap 1 rupiah menunjukkan tingkat resiko bermasalah 
dalam pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut maka resiko terjadi 
pembiayaan bermasalah semakin besar, dan sebaliknya semakin 
rendah rasio maka resiko terjadi pembiayaan bermasalah semakin 
kecil. NPF dihitung dari pembiayaan tidak lancar terhadap total 








Besar kecilnya tingkat NPF dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, baik faktor manajemen internal dari bank syariah maupun 
faktor rasio keuangan yang diukur melalui pendekatan dengan analisa 
laporan keuangan perbankan. Banyak penelitian yang membahas 
tentang faktor besar dan kecilnya tingkat NPF ataupun faktor-faktor 
yang mempengaruhi munculnya NPF pada bank syariah atau NPL 
pada bank konvensional. 
Penelitian yang dilakukan oleh Hendy Herijanto (2013 : 293) 
menyebutkan bahwa untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
timbulnya NPL/NPF, dapat melalui pendekatan lima (5) teori dasar 
yaitu Agency theory, Moral Hazard Theory, Stakeholder Theory, 
Adverse Selection Theory, dan Bad Management Hyphothesis. 
Selanjutnya melalui beberapa pedekatan tersebut, dilakukan 
pengelompokan menjadi tiga bagian. Pertama, pada tingkat individu 
yang meliputi seluruh pejabat kredit hingga pemutus kredit perlu 
memiliki kualifikasi dalam melakukan proses dan persetujuan 
pemberian kredit serta pengawasan kredit, maka pengetahuan dan 
keahlian kredit, integritas, professionalisme, kadar spiritiualitas harus 
terpenuhi setiap individu.  
NPF = Pembiayaan Tidak Lancar 
          Total Pembiayaan  
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Kedua, pada tingkat institusi adalah lingkungan tempat individu 
bekerja (institutional environment). Faktor yang dapat mempengaruhi 
bagaimana dan kualitas individu bekerja di bank dalam kaitannya 
dengan kemungkinan timbulnya NPL/NPF adalah kepemimpinan 
bermoral, pengelolaan organisasi/ kultur, kebijakan anggaran dan 
sistem penghargaan dan hukuman. Ketiga, tingkat proses dan 
pengawasan. Pada tingkat ini faktor pokok yang dapat mendukung 
kegiatan praktik pemberian kredit yang sehat adalah kultur kredit, 
pengecekan reputasi, uji tuntas dan kepedulian, serta pengawasan 
kredit internal.  
Ketiga kelompok tersebut berlaku pada bank konvensional dan 
bank syariah. Bank konvensional dan bank syariah masing-masing 
memiliki manajemen internal dan menghadapi lingkungan operasional 
yang sama, namun pelaksanaan fungsi intermediasi yang dilakukan 
oleh bank syariah harus mengacu pada ketentuan dalam Al-Qur’an dan 
Hadist, yang memiliki sifat universal dan mengatur segala sesuatu 
berkaitan dengan manusia, etika, sosial maupun perkara pidana dan 
perdata serta termasuk dalam hal muamalah perbankan dalam Islam. 
 
5. Pembiayaan syariah dan non performing financing bank syariah 
Pembiayaan syariah merupakan salah satu produk dari penyaluran 
dana bank syariah. Menurut undang-undang tentang perbankan syariah 
nomor 21 tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau 
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : 
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a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhorobah dan musyarokah 
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijaroh atau sewa beli 
dalam bentuk ijaroh muntahiya bittamlik (IMBT) 
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murobahah, salam dan 
istishna’ 
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qord, dan 
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijaroh untuk transaksi 
multijasa 
Secara teknis bank syariah memberikan pembiayaan untuk 
mendukung transaksi investasi suatu usaha yang telah disepakati antara 
nasabah dan bank syariah beserta bagi hasilnya. Allah swt berfirman 
dalam Al-Qur’an  surat Al-Maidah Ayat 1 : 
                .... 
      Artinya : 
  “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” 
 
Penelitian Reza Yudistira (2011:18) menyatakan bahwa perbankan 
syariah memiliki beberapa unsur –unsur pembiayaan yang sangat 
penting untuk melaksanakan kesepakatan antara bank syariah dan 







Kepercayaan merupakan nilai moral dalam bentuk 
kepercayaan yang diberikan pihak bank syariah kepada nasabah 
untuk melaksanakan kesepakatan transksi, baik dalam bentuk uang, 
jasa, ataupun barang yang dapat diterima kembali dalam jangka 
waktu yang telah disepakati. 
b. Kesepakatan 
Kesepakatan merupakan tindakan nyata antara bank syariah 
dan nasabah untuk melakukan transaksi yang dituangkan dalam 
surat perjanjian. Dimana masing-masing pihak (bank syarih dan 
nasabah) menandatangani surat perjanjian akad pembiayaan dan- 
bersedia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 
kesepakatan.  
c. Jangka Waktu 
Setiap pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah 
kepada nasabah memiliki jangka waktu sesuai dengan kesepakatan 
awal. Jangka waktu bertujuan untuk memastikan waktu 
pengembalian pembiayaan, melatih nasabah disiplin dalam 
menyelesaikan kewajiban, dan memudahkan pihak bank untuk 







Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah, 
tidak selamanya mendapatkan keuntungan dan terkadang 
mendapatkan kerugian. Resiko merupakan tindakan kelalaian, 
ketidaktahuan, ketidakhati-hatian, dan kecerobohan dari pihak 
bank syariah atau nasabah. Terkadang resiko tersebut muncul dari 
rentan waktu pengembalian pembiayaan, semakin lama jangka 
waktu maka semakin besar resiko tidak tertagih. Maka diperlukan 
langkah bijak untuk memperkecil resiko dalam pembiayaan. 
e. Balas Jasa 
Balas jasa adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi 
pembiayaan, dalam pembiayaan keuntungan dapat diistilahkan 
seperti bagi hasil, margin, ujroh, fee sesuai dengan jenis akad yang 
disepakati. Balas jasa tidak hanya berasal dari keuntungan yang- 
disepakati, namun dapat diperoleh dari biaya administrasi yang 
nilainya dalam batas kewajaran. 
Dari uraian unsur-unsur pembiayaan diatas yang sangat penting 
untuk disikapi adalah unsur resiko. Pengukuran resiko tingkat 
pengembalian pembiayaan dapat diukur melalui rasio non performing 
financing (NPF). Semakin tinggi rasio NPF maka semakin besar resiko 
tidak tertagihnya pembiayaan, dan sebaliknya semakin rendah rasio 
NPF maka semakin kecil resiko tidak tertagihnya pembiayaan.  
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Pembiayaan syariah merupakan kegiatan pendanaan bank syariah, 
dan non performing financing adalah rasio pembiayaan bermasalah 
yang terjadi pada bank syariah. Kedua hal tersebut menjadi tolok ukur 
dalam pengelolaan dana bank syariah, maka pembiayaan syariah dan 
non performing financing diduga memiliki pengaruh yang saling 
terkait. 
6. Pembinaan hubungan kerja dan non performing financing bank 
syariah 
Pembinaan hubungan kerja adalah adanya pengarahan dari pihak 
bank dalam rangka membantu nasabah pembiayaan dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi oleh nasabah. Dalam bank istilah 
pembinaan hubungan kerja adalah pembinaan kredit yaitu upaya yang 
dilakukan dalam mengelola kredit bermasalah agar dapat diperoleh 
hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pemberian kredit tersebut 
(Sofyan Basir, 2013:241). 
Salah satu fungsi manajemen perbankan yang sangat penting 
adalah monitoring dan pengawasan, dalam melaksanakan fungsi 
manejemen bank akan menjaga, memelihara, dan mengamankan 
kekayaan. Arti kekayaan bank adalah dalam bentuk kredit (piutang), 





Pembinaan kredit, monitoring dan pengawasan yang intensif, maka 
akan mempermudah pihak bank untuk mengetahui apabila terjadi 
penyimpangan yang menjadi penyebab timbulnya resiko dan kredit 
yang merugi, dan memperkuat pihak bank dan debitur dalam 
menghadapi resiko-resiko pembiayaan lainnya. 
Pembinaan hubungan kerja dalam bentuk pembinaan kredit, 
monitoring, dan pengawasan diduga memiliki hubungan dengan non 
peforming financing, dimana non performing financing sebagai rasio 
pembiayaan bermasalah.  Dengan adanya pembinaan hubungan kerja 
maka diharapkan dapat menanggulangi dan memperkecil resiko 
pembiayaan bermasalah pada bank syariah.  
 
7. Pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja dengan non 
performing financing bank syariah 
Pembiayaan syariah adalah produk bank syariah dalam bentuk 
penyaluran dana. Bank syariah memiliki peran yang sangat strategis 
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan penyaluran 
dana yang optimal dapat meningkatkan produktivitas keuangan- 
perbankan, semakin tinggi produktivitas keuangan perbankan  maka 
semakin besar potensi untuk memperoleh keuntungan dari 
pembiayaan. Pembinaan hubungan kerja menjadi solusi dalam 
menghadapi resiko pembiayaan kredit bermasalah. Dengan adanya 
pembinaan, pengawasan dan monitoring, maka bank telah melakukan 
tindakan lebih dini untuk menghadapi resiko yang terjadi.  
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Resiko kredit bermasalah dapat menyebabkan perputaran modal 
menjadi terhambat, sehingga tingkat produktivitas kekayaan bank juga 
semakin lambat. Non performing financing merupakan prosentase 
rasio yang bertujuan untuk menunjukkan manajemen keuangan bank 
dalam mengelola pembiayaan bermasalah, Semakin tinggi rasio 
tersebut maka resiko terjadi pembiayaan bermasalah semakin besar, 
dan sebaliknya semakin rendah rasio maka resiko terjadi pembiayaan 
bermasalah semakin kecil. 
Uraian diatas menunjukkan bahwa diduga pembiayaan syariah dan 
pembinaan hubungan kerja memiliki pengaruh dengan tingkat rasio 
non performing financing (NPF) bank syariah. Semakin tepat bank 
memberikan pembiayaan syariah kepada syariah dan melakukan 
pembinanaan, pengawasan, monitoring maka dapat memperkecil rasio 


























































nilai t uji 0,638 > 
0,050, dan X2 
(pembinaan 
hubungan kerja) 
dengan nilai t uji 
































































uji t dengan nilai 
t hitung diperoleh 
sebesar 2,401 
dan t tabel sebesar 
2,021, dimana  t 
hitung  > t tabel maka 












































tutup buku (write 
off final). 






































Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
adalah variabel dependen, populasi dan sampel yang digunakan. Dimana 
Variabel dependen (Y) penelitian ini adalah non performing financing 
(NPF) yang diukur menggunakan rasio laporan posisi keuangan Bank 
Syariah, sedangkan populasi dan sampel penelitian adalah account officer 
pada dua Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank 















1. Pembiayaan Syariah (X1) 
Pembiayaan syariah merupakan salah satu produk penyaluran dana 
bank syariah atau dikenal dengan istilah lending. Pembiayaan syariah 
dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis penyaluran 
pembiayaan kepada nasabah. Bentuk penyaluran pembiayaan mulai dari 
awal pengajuan, survey hingga pencairan dan pembiayaan. Data 
pendukung dalam analisis pembiayaan ini adalah dokumen 
pembiayaan, analisis kelayakan nasabah dan pemahaman sumber daya 
manusia bank syariah dalam memberikan informasi kepada nasabah. 
Semakin baik proses analisis pembiayaan syariah maka diduga 
memperkecil resiko meningkatnya rasio non performing financing 
(NPF). 
2. Pembinanaan Hubungan Kerja (X2) 
Pembinaan hubungan kerja dalam penelitian ini adalah 
pengawasan, pendampingan dan pembinaan nasabah dalam hal 
pembiyaan bank. Adapun bentuk pembinaan hubungan kerja berupa 
pengawasan sejak awal pengajuan pembiayaan atau saat realisasi 
pembiayaaan.  
PEMBINAAN HUBUNGAN KERJA 
(X2) 
PEMBIAYAAN SYARIAH  
(X1) 




Dokumen pendukung dalam penelitian ini adalah lembar 
pengawasan dan rekapitulasi transaksi nasabah pembiayaan yang telah 
terealisasi. Dengan adanya pembinaan hubungan kerja yang efektif, 
maka diduga dapat menurunkan dampak resiko besarnya rasio non 
performing financing (NPF) pada bank syariah. 
3. Non Performing Financing (Y) 
Non performing financing merupakan rasio pengukuran untuk 
menunjukkan kemampuan manajemen keuangan perbankan dalam 
mengelola pembiayaan bermasalah, semakin tinggi rasio tersebut maka 
semakin buruk kualitas kinerja bank dalam mengatasi pembiayaan 
bermasalah. Bank memerlukan adanya prinsip kehati-hatian dalam 
pemberikan akad pembiayaan kepada nasabah, selain itu diperlukan 
analisis kelayakan nasabah sebalum bank memberikan modal dalam 
bentuk pembiayaan.  Dalam penelitian ini diduga indikator yang 
mempengaruhi meningkatnya rasio non performing financing adalah 
pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja 
 
D. Pengajuan Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban 
yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 




Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang 
diuraikan secara umum bahwa diduga pembiayaan syariah dan pembinaan 
hubungan kerja memiliki pengaruh pada tingkat rasio non performing 
financing (NPF) bank syariah. Maka pengajuan hipotesis dirumuskan 
sebagai berikut : 
H1 : Pembiayaan syariah berpengaruh terhadap non performing financing 
pada bank syariah 
H2 : Pembinaan hubungan kerja berpengaruh terhadap non performing 
financing pada bank syariah 
H3 : Pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja secara bersama-





















A. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (feild research) yang 
bersifat kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada 
data numerical (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Pada 
dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial 
dalam rangka pengujian hipotesis (Trimurti, 2008:11). Subjek dalam 
penelitian ini adalah dua bank syariah (Bank Mu’amalat Indonesia dan 
Bank Danamon Syariah) di wilayah Solo, dan objek dalam penelitian 
ini adalah account officer yang berperan dalam melakukan pembinaan 
hubungan kerja dan menyalurkan pembiayaan syariah pada bank 
syariah. 
2. Sumber data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 
diperoleh dari sumber langsung dari objek yang diteliti yaitu laporan 
keuangan bank syariah, kuesioner dan dokumen lainnya. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah Bank 
Mu’amalat, dan Bank Danamon Syariah. Waktu penelitian adalah tiga 
bulan sejak dimulainya penelitian   
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C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang 
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka 
penelitiannya merupakan penelitian papulasi, studi penelitiannya 
disebut studi populasi atau studi sensus (Arikunto, 2006:48). Populasi 
dalam penelitian ini adalah 15 Account Officer di Bank Muamalat 
Indonesia dan Bank Danamon Syariah wilayah Solo. 
2. Sampel dan teknik pengambilan sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti dan 
dinamakan penelitian sampel apabila peneliti bermaksud untuk 
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel (Arikunto, 2006:49). 
Sampel penelitian ini diambil secara total sampling, dimana dari 
banyaknya populasi account officer bank syariah yang diambil secara 
keseluruhan account officer pada Bank Mu’amalat Indonesia dan Bank 
Danamon Syariah wilayah Solo. 
Pertimbangan sampel didasarkan pada perkembangan bank syariah 
di Indonesia, yaitu Bank Mu’amalat Indonesia sebagai bank syariah 
pertama di Indonesia sejak tahun 1991, dan Bank Danamon Syariah 
adalah bank yang baru berkembang dalam bentuk syariah. Untuk 
pembinaan hubungan kerja dan pengetahuan tentang produk syariah 




D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Dokumentasi 
Pengumpulan data yang diperoleh dari sampel bank syariah sesuai 
dengan kebutuhan dalam penelitian, berupa laporan keuangan, rasio 
keuangan dan rekapitulasi nasabah pembiayaan syariah. 
2. Kuesioner 
Membuat kuesioner berupa pertanyaan atau pernyataan yang diberikan 
kepada responden. Ruang lingkup pertayaan yang diajukan kepada 
responden sederhana, tidak terlalu luas, bahasan sesuai dengan kajian 
yang akan diteliti, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 
3. Studi  Pustaka 
Teknik ini digunakan untuk memperoleh teori-teori yang mendukung 
dalam penelitian ini berupa keterangan-keterangan teoritis dari peneliti 
sebelumnya, baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah ekonomi 
syariah. 
4. Wawancara 
Teknik ini dilakukan untuk memberikan tambahan dukungan dalam 
penelelitian, wawancara tersebut dilakukan dengan memberikan 






E. Definisi Operasional Variabel  
1. Variabel Independen 
a. Pembiayaan Syariah  
Pembiayaan syariah merupakan produk lending bank 
syariah, dimana bank syariah sebagai pemilik modal memberikan 
dana kepada nasabah dengan jangka waktu yang telah disepakati. 
Dan nasabah akan mengembalikan dana tersebut beserta 
margin/keuntungan yang telah disepakati dan disetujui pada awal 
perjanjian. Pembiayaan syariah dalam penelitian ini adalah dengan 
menganalisis penyaluran pembiayaan kepada nasabah. 
Pengukuran pembiayaan syariah dilakukan melalui 
kuesioner yang akan dibagikan dan diukur menggunakan skala 
likert, dengan skala tersebut maka variabel yang akan diukur 
dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 
dijadikan  sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen 
yang dapat berupa pertayaan atau pernyataan. 
Adapun kisi-kisi instrumen yang akan disampaikan dalam 
kuesioner adalah sebagai barikut :  
1) Prosedur umum pembiayaan 
2) Aspek manajemen dan organisasi 
3) Analisis pembiayaan 
4) Aspek teknis 
5) Aspek keuangan 
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6) Aspek jaminan 
7) Analisis resiko dan Critical Point 
 
b. Pembinaan Hubungan Kerja 
 Pembinaan hubungan kerja merupakan upaya yang 
dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengelola kredit 
bermasalah agar tidak semakin meningkat dan dengan hasil 
pembinaan dapat memperkecil resiko terjadinya peningkatan pada 
rasio nonperforming financing pada bank syariah. Pembinaan 
hubungan kerja dapat berupa pengawasan, pendampingan, 
penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.  
Pengukuran pembinaan hubungan kerja dilakukan dengan 
membarikan kuesioner dan diukur menggunakan skala likert, 
dengan skala tersebut maka variabel yang akan diukur dijabarkan 
menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan  
sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 
berupa pertayaan atau pernyataan. Adapun kisi-kisi instrumen yang 
akan disampaikan dalam kuesioner adalah sebagai barikut: 
1) Monitoring dan pengawasan pembiayaan 
2) Mekanisme pengawasan pembiayaan 
3) Proses tindakan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan 
bermasalah 





2. Variabel Dependen (Non Performing Financing/NPF) 
Non performing financing merupakan bentuk rasio keuangan yang 
digunakan untuk mengetahui tingkat pembiayaan bermasalah, non 
performing financing  digunakan dalam perbankan sebagai bentuk 
standar kesehatan keuangan dan pengambilan kebijakan dalam 
manajemen keuangan perbankan. 
Setiap satu rupiah kenaikan rasion non performing financing 
menunjukkan tingkat resiko bermasalah dalam pembiayaan. Semakin 
tinggi rasio tersebut maka resiko terjadi pembiayaan bermasalah 
semakin besar, dan sebaliknya semakin rendah rasio maka resiko 
terjadi pembiayaan bermasalah semakin kecil. Non performing 
financing dihitung dari pembiayaan tidak lancar dibagi dengan total 




F. Instrumen Penelitan 
Istrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 
2013:102). Pada prinsipnya banyak instrumen penelitian telah tersedia dan 
teruji validitas dan reliabilitasnya, tetapi apabila digunakan untuk 
penelitian tertentu belum tentu tepat dan mungkin tidak valid dan reliabel 
lagi. Karena fenomena sosial berkembang sangat cepat dan kompleks.  
NPF = Pembiayaan Tidak Lancar 
          Total Pembiayaan  
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Dalam penelitian ini ada tiga instrumen yang akan dibuat yaitu : 
1. Instrumen untuk mengukur pembiayaan syariah 
2. Intrumen untuk mengukur pembinaan hubungan kerja 
3. Intrumen untuk mengukur rasio non performing financing 
 
G. Teknik Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 
model regresi ditemukan adanya korelasi linier antar variabel 
bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 
antara variabel independen. Salah satu cara mendeteksi adanya 
multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan 
Varians Inflation Factor (VIF).  Apabila nilai tolerance > 0,1 dan 
VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila 
nilai tolerance ≤ 0,1 dan nilai VIF ≥ 10, maka terjadi 
multikolinearitas (Imam Ghozali, 2005:91). 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka 




Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 
atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Imam Ghozali, 2005:105). 
Menurut Gujarati dalam Imam Ghozali (2005:108) pengujian 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser, yaitu 
dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel 
independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik 
mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 
heteroskedastisitas. Ketentuan tidak terjadi heteroskedastisitas jika  
nilai probabilitas > 0,05 sebaliknya jika nilai probabilitas  0,05 
maka terjadi heteroskedastisitas. 
c. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 
(sebelumnya). Jika ada korelasi maka dinamakan ada problem 
autokorelasi. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time 
series). (Imam Ghozali, 2005:95). Uji autokorelasi dapat dilakukan 
dengan uji Run (Run Test) bertujuan untuk melihat apakah data 
residual terjadi secara random atau tidak. Kriteria pengujiannya,  
jika probabilitas yang dihasikan dari uji Run tidak signifikan atau 
nilai probabilitas > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. 
Sebaliknya jika probabilitas yang dihasilkan dari uji Run signifikan 
atau nilai probabilitas ≤ 0,05 maka terjadi autokorelasi. 
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d. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 
distribusi normal.  Pengujian dilakukan melalui uji statistik yaitu 
dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriterianya, apabila nilai 
signifikan statistik yang dihasilkan dari perhitungan uji 
Kolmogorov-Smirnov  menghasilkan p value > 0,05 maka variabel 
pengganggu atau residual berdistribusi normal. Sebaliknya apabila 
nilai signifikan statistik yang dihasilkan dari perhitungan uji 
Kolmogorov-Smirnov menghasilkan p value ≤ 0,05 maka variabel 
pengganggu atau residual tidak berdistribusi normal. (Imam 
Ghozali, 2005:115). 
2. Analisis Regresi 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi berganda, dimana pengolahaannya data menggunakan SPSS 
versi 16. Regresi linear berganda pada penelitian ini diformulasikan 




Y  = Non performing financing (NPF) 
a  = Kontanta 
1, 2 = Koefesien regresi 
Y = a + 1X1 + 2X2 + e 
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X1  = Pembiayaan syariah 
X2  = Pembinaan hubungan kerja 
 
3. Uji t 
a. Uji pengaruh pembiayaan syariah terhadap non performing 
financing 
Uji t bertujuan untuk menguji sigifikansi pengaruh pembiayaan 
syariah terhadap non performing financing. Langkah-langkah 
pengujiannya adalah sebagai berikut : 
1) Merumuskan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) 
H0 : 1 = 0,  artinya pembiayaan syariah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap non performing financing. 
Ha : 1 ≠ 0,  artinya pembiayaan syariah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap non performing financing 
2) Level of signifikansi pada  = 0,05 
3) Kriteria pengujian 
H0 diterima : -ttabel ≤thitung ≤ttabel atau p value > 0,05 
H0 ditolak : thitung  > ttabel atau thitung <-ttabel atau p value < 0,05 






b  : koefesien regresi 
Sb  : standart error dari koefesien regeresi 
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5) Kesimpulan  
Apabila thitung  > ttabel atau p value < 0,05, maka H0 ditolak artinya 
pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap non 
performing financing  
 
b. Uji pengaruh pembinaan hubungan kerja terhadap non 
performing financing 
Uji t bertujuan untuk menguji sigifikansi pengaruh pembinaan 
hubungan kerja terhadap non performing financing. Langkah-
langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 
1) Merumuskan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) 
H0 : 1 = 0,  artinya pembinaan hubungan kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap non 
performing financing. 
Ha : 1 ≠ 0, artinya pembinaan hubungan kerja tidak 
berpengaruh signifikan terhadap non 
performing financing 
2) Level of signifikansi pada  = 0,05 
3) Kriteria pengujian 
H0 diterima : -ttabel ≤thitung ≤ttabel atau p value > 0,05 












b  : koefesien regresi 
Sb  : standart error dari koefesien regeresi 
5) Kesimpulan  
Apabila thitung  > ttabel atau p value < 0,05, maka H0 ditolak artinya 
pembinaan hubungan kerja berpengaruh signifikan terhadap non 
performing financing 
 
4. Uji F 
Uji F untuk menguji signifikansi pengaruh pembiayaan syariah dan 
pembinaan hubungan kerja secara simultan terhadap terhadap non 
performing financing. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai 
berikut : 
1) Merumuskan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha) 
H0 : 1 = 2 = 0,  artinya pembiayaan syariah dan pembinaan 
hubungan kerja tidak berpengaruh signifikan 
terhadap non performing financing. 
Ha : 1 ≠ 2 ≠ 0,  artinya pembiayaan syariah dan pembinaan 
hubungan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap non performing financing. 
2) Level of signifikansi pada  = 0,05 
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3) Kriteria pengujian 
H0 diterima apabila Fhitung  ≤ Fttabel atau p value > 0,05 
H0 ditolak apabila Fhitung  > Ftabel  atau p value < 0,05 
4) Perhitungan nilai F dicari dengan rumus : 
  
    (   )





 : Koefesien determinasi 
k : Jumlah variabel independen 
n : Jumlah data 
5) Kesimpulan 
Membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel atau membandingkan 
antara p value dengan tingkat signifikansi 0,05 maka dapat 
ditentukan apakah H0 ditolak atau diterima. 
 
5. Koefisien Determinasi 
Uji koefesien determinasi (R
2
) dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui besarnya sumbangan pengaruh seluruh variabel 
independen (pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja) 







BAB  IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Data 
1. Pembiayaan Syariah 
a. Prosedur Umum Pembiayaan 
Prosedur umum pembiayaan merupakan bentuk ketentuan 
dan syarat yang harus dilakukan oleh calon nasabah saat 
mengajukan permohonan pembiayaan hingga pelunasan oleh 
nasabah. Pada umumnya prosedur pembiayaan ditentukan atas 
kebijakan dari pihak bank dan sesuai dengan ketentuan umum yang 
berlaku dalam undang-undang perbankan.  
Prosedur umum pembiayaan dalam penelitian ini dengan 
pendekatan syariah, dimana Bank Syariah sebagai subjek 
pembiayaan harus menerapkan konsep syariah dalam setiap 
prosedur pembiayaan syariah. Sumber Daya Manusia di Bank 
Syariah harus memahami dan melaksanakan segala bentuk aturan 
yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah, serta didukung dengan 
aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia 
dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.  
Tahap pertama dalam penelitian ini adalah menguji aspek 
prosedur pembiayaan syariah yang diungkapkan dalam kuesioner 
penelitian. Bank Syariah memberikan respon yang berbeda dan 
variatif dalam pengelolaan manajamen dan organisasi.  
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b. Manajemen dan Organisasi 
Setiap perusahaan memiliki sistem pengelolaan manajemen 
dan organisasi yang berbeda, serta dipimpin oleh berbagai karakter 
pimpinan yang berbeda. Bank merupakan salah satu jenis 
perusahan penghimpun dan penyalur dana yang memiliki 
pengelolaan manajemen dan stuktur organiasasi. Bank memiliki 
pola kepemimpinan, keorganisasian, dan pengawasan yang telah 
diatur dalam undang-undang. 
Ketentuan tentang pengelolaan, organisasi dan pengawasan 
Bank Syariah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008. 
Undang-undang nomor 21 tahun 2008 Bab V bagian kedua tentang 
Dewan Komisaris dan Direksi pasal 28 dan 29, menyebutkan 
bahwa dalam jajaran direksi Bank Syariah wajib terdapat 1 (satu) 
orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank 
Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan 
peraturan perundang-undangan lainnya. 
Pasal 30 juga menyebutkan bahwa calon komisaris dan 
calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatuhan yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia, artinya komisaris dan direksi harus 
memiliki kompetensi dalam mengelola Bank Syariah dan apabila 
komisaris dan direksi yang tidak lulus/ tidak memiliki kemampuan 
dan kepatuhan maka wajib untuk melepaskannya jabatannya. 
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Dewan Pengawasan Syariah juga diatur undang-undang no 
21 tahun 2008 Bab V Bagian Ketiga Pasal 32 tentang Dewan 
Pengawas Syariah, disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah 
wajib dibentuk di Bank Syariah dan  Bank Umum Konvensional 
yang memiliki UUS. Dewan Pengawas Syariah bertugas 
memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi 
kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan  Prinsip Syariah. 
Tahap Kedua dalam penelitian ini adalah menguji aspek 
manajemen dan organisasi yang ada di Bank Syariah. Dimana 
komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah harus memiliki 
kompetensi (ilmu pengetahuan dan pengalaman) yang memadai 
untuk mengelola manajemen dan organisasi Bank Syariah. Ilmu 
pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan non 
formal, sedangkan pengalaman diperoleh melalui praktik kerja.  
c. Analisis Pembiayaan 
Analisis pembiayaan merupakan bentuk kegiatan yang 
dilakukan Bank sebelum memberikan dana kepada calon nasabah. 
Analisis pembiayaan dilakukan oleh Account Officer untuk 
menguji kelayakan calon nasabah dalam mengelola dana / modal 
yang akan diterimanya.Tujuan dari analisis pembiayaan adalah 
untuk memperoleh keyakinan terhadap kelayakan usaha nasabah, 
kamauan dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban, serta 
menganalisis karakter dari nasabah (Sofyan Basir, 2013 : 217).  
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Analisis Pembiayaan dalam penelitian ini melalui 
pendekatan syariah, dimana Bank Syariah harus menerapkan 
analisis pembiayaan sesuai dengan syariah. Analisis pembiayaan 
syariah ditinjau dari kelayakan usaha nasabah, kebutuhan, 
kamampuan, permodalan dan karakter nasabah. Account Officer 
sebagai analisator pembiayaan syariah harus benar-benar 
memahami konsep analisis pembiayaan syariah, karena apabila 
account officer tidak memahami analisis pembiayaan syariah maka 
Bank Syariah tidak menerapkan sifat kehati-hatian dalam analisis 
pembiayaan syariah.  
Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah menguji 
aspek analisis pembiayaan yang ada di Bank Syariah. Tujuan 
analisis pembiayaan syariah dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah Bank Syariah telah menerapkan secara baik 
analisis pembiayaan syariah dan account officer sebagai analisator 
pembiayaan Bank Syariah telah memahami sistem pembiayaan 
syariah.  
d. Teknis Pembiayaan 
Teknis pembiayan merupakan bentuk analisis pembiayaan 
yang menggambarkan kesesuaian antara bukti dokumen yang 
diajukan saat permohonan pembiayaan dengan keadaan yang 
sebenarnya. Pihak Bank akan mempertimbangkan secara 
mendalam saat teknis pembiayaan dilakukan oleh account officer. 
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Tidak ada ketentuan yang pasti bagaimana teknis pembiayaan, 
namun Bank sebagai pengelola modal harus memiliki petunjuk 
pelaksanaan dan teknis dalam pembiayaan. 
Secara umum teknis pembiayaan antara Bank dengan Bank 
lain tidak ada perbedaan, namun setiap Bank memiliki kebijakan 
dan aturan yang dibuat untuk menertibkan pelaksanaan 
pembiayaan. Dalam Bank Syariah haruslah menerapkan prinsip 
kehati-hatian dalam menganalisis, khususnya untuk teknis 
pembiayaan. Kesesuaian dokumen yang diajukan dengan keadaan 
yang sebenarnya merupakan syarat dan langkah penting untuk 
kelancaran pembiayaan, serta memberikan opini kepada pihak 
Bank Syariah untuk pengambilan keputusan dapat atau tidak 
terlaksanannya pembiayaan. 
Teknis pembiayaan dalam penelitian ini adalah 
menganalisis metode teknis pembiayaan yang dilakukan oleh 
account officer Bank Syariah. Kelancaran analisis teknis 
pembiayaan tidak terlepas dari aturan dan kebijakan dari Bank 
Syariah dan kompetensi / kemampuan account officer dalam 






Tujuan dari teknis pembiayaan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah Bank Syariah telah menerapkan teknis 
pembiayaan secara baik, dan account officer sebagai analisator 
apakah telah melakasanakan sesuai dengan aturan yang telah di 
tetapkan oleh Bank Syariah tersebut. 
e. Keuangan 
Aspek Keuangan merupakan aspek yang sangat penting 
dalam analisis pembiayaan, dimana aspek keuangan digunakan 
untuk mengukur kemampuan calon nasabah dari sisi modal, aset 
dan posisi keuangannya lainnya. Aspek Keuangan dapat 
digambarkan melalui laporan posisi keuangan yaitu Neraca dan 
Laba Rugi, dan keduanya harus disusun sesuai dengan prinsip-
prinsip Akuntansi yang berlaku.  
Bank Syariah sebagai pengelola modal, harus memiliki 
ukuran dan analisis minimal dalam mengukur keuangan calon 
nasabah. Account Officer sebagai analisator pembiayaan minimal 
dapat membaca laporan posisi keuangan, dari permodalan dan aset 
yang dimiliki oleh calon nasabah. Account Officer harus dapat 
membedakan antara laporan posisi keuangan perusahaan dan 
pribadi, secara garis besar laporan keuangan perusahaan lebih rinci 




Aspek Keuangan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah Bank Syariah telah menerapkan aspek kuangan 
sebagai unsur penting dalam analisis pembiayaan, dan account 
officer sebagai analisator pembiayaan syariah dapat memahami 
bentuk dan jenis dari laporan posisi keuangan. 
f. Jaminan 
Jaminan merupakan salah satu persyaratan yang wajib 
dipenuhi oleh calon nasabah dalam rangka pemberian modal 
pembiayaan dari bank. Jaminan diserahkan kepada pihak bank 
sebelum pemberian pembiayaan, selanjutnya pihak bank akan 
meneliti dan menilai jaminan tersebut untuk mendapatkan nilai 
wajar. Nilai wajar digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran 
dalam pemberian pembiayaan, dan sebagai pertimbangan oleh 
pihak bank besaran pembiayaan yang direalisasi sesuai dengan 
nilai jaminan calon nasabah. 
Aspek jaminan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi 
apakah Bank Syariah telah melakasanakan aspek jaminan sebagai 
prosedur pembiayaan syariah, dan account officer memahami 
bentuk/ jenis jaminan yang digunakan dalam perbankan syariah 






g. Resiko dan Critical Point 
Undang-undang nomor 21 tahun 2008 Bab VI bagian kedua 
pasal 35 tentang prinsip kehati-hatian, menerangkan bahwa Bank 
Syariah dan UUS (Unist Usaha Syariah) dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pasal 
36 menyebutkan bahwa dalam penyaluran pembiayaan dan 
melaksanakan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib 
menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/ atau 
UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. 
Analisis Resiko dalam praktik Bank Syariah merupakan 
bentuk kehati-hatian Bank untuk menangantisipasi resiko yang 
akan muncul akibat permohonan pembiayaan calon nasabah yang 
telah direaliasasi. Peran account officer sangat penting dalam 
analisis resiko, karena account officcer langsung berhubungan 
dengan calon nasabah. 
Critical point adalah penelitian titik kritis yang menjadi 
hambatan dan keberhasilan proyek (Veithzal Rifai, 2013 : 227). 
Peninjauan terhadap titik kritis ini ditentukan sesuai dengan 
kebijakan masing-masing Bank, baik Bank Konvensional maupun 
Bank Syariah. Pada umumnya faktor-faktor yang menentukan 
dalam critical point antara lain man, managemen, marketing, 
money material, machine, methode, mentality dan macro economy. 
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Aspek resiko dan critical point yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Bank Syariah telah 
menerapkan aspek resiko dan critical point sebagai tindakan 
kehati-hatian dalam pembiayaan syariah, dan account officer 
sebagai analisator benar-benar memahami dan melakasanakan 
tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pihak 
Bank Syariah. 
 
2. Pembinaan Hubungan Kerja 
a. Monitoring dan Pengawasan Pembiayaan 
Salah satu fungsi manajemen perbankan yang sangat 
penting adalah fungsi monitoring dan pengawasan pembiayaan, 
dimana fungsi tersebut bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan 
mengamankan kekayaan bank. Kekayaan bank dalam bentuk 
piutang (kredit) yang lazim dikenal sebagai Risk Asset, sebab 
kekayaan tersebut berada pada pihak ketiga yakni para debitur 
(Arifiandy Permata Veithzal, 2013 : 262). 
Prinsip monitoring dan pengawasan perbankan syariah 
lebih ditekankan kepada pembinaan kepada nasabah pembiayaan, 
baik pembiayaan yang dikategorikan lancar, perhatian khusus, 





Tujuan dari monitoring dan pengawasan pembiayaan 
adalah bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan pembiayaan 
yang dilakukan oleh Bank Syariah, serta tanggungjawab 
manajemen perbankan dalam mengelola pembiayaan syariah. 
Adanya monitoring dan pengawasan pembiayaan juga bertujuan 
untuk mempermudah dalam mengetahui terjadinya penyimpangan 
yang timbul dari resiko pembiayaan, selain itu dengan adanya 
monitoring  dan pengawasan memperkecil resiko pembiayaan 
syariah lainnya dimasa mendatang. 
Monitoring dan pengawasan pembiayaan dalam penelitian 
ini ditujukan untuk account officer agar senantiasa melaksanakan 
dan menggunakan metode monitoring dan pengawasan 
pembiayaan yang sesuai dengan syariah. 
b. Mekanisme Pengawasan Pembiayaan 
Pada prinsipnya pelaksanaan untuk mekanisme pengawasan 
pembiayaan diatur oleh masing-masing bank. Kegiatan dalam 
mekanisme pengawasan pembiayaan dilakukan mulai sejak awal 
permohonan pembiayaan, proses pembiayaan, hingga pembiayaan 
tersebut selesai. 
Mekanisme pengawasan pembiayaan dalam penelitian ini 
adalah bentuk pengawasan pembiayaan syariah yang meliputi 
perencanaan pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan 
syariah.   
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c. Tindakan Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah 
Tindakan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan 
bermasalah merupakan tata cara atau metode yang digunakan oleh 
perbankan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan. Ada 
beberapa cara yang digunakan oleh pihak perbankan untuk 
mengatasi persamalahan pembiayaan misalnya Rescheduling, 
Reconditioning, Restrukturing, Management Assistancy,dan 
Penyertaan Bank. 
Tindakan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan 
bermasalah dalam penelitian ini ditujukan pada Bank Syariah 
sebagai pemilik dan pengelola modal dari nasabah. Account Officer 
sebagai analisator harus memahami tata cara penyelamatan dan 
penyelesaian pembiayaan bermasalah. 
d. Pendampingan Pembiayaan Syariah 
Pendampingan pembiayaan syariah merupakan upaya yang 
dilakukan oleh bank untuk mengelola pembiayaan, baik untuk 
pembiayaan lancar dan tidak / kurang lancar. Jenis dan cara yang 
dilakukan oleh pihak bank tentang pendampingan sangat beragam, 





Pendampingan dilakukan saat bank telah merealisasi 
pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sampai dengan 
pembiayaan selesai. Tujuan dari pendampingan tersebut untuk 
mengoptimalkan perolehan hasil dari pengembalian pembiayaan 
(margin, bagi hasil) dan meminimalisir tingkat permasalahan dan 
hambatan dalam pembiayaan syariah. 
Metode pendampingan pembiayaan syariah yang dilakukan 
dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah Bank Syariah telah 
melakukan pendampingan secara optimal, dan account officer 
dapat melaksanakan pendampingan secara baik dan benar 
 
3. Non Performing Financing 
Non performing financing (NPF) atau non performing loan (NPL) 
adalah ukuran rasio kredit bermasalah pada Bank. Dalam bank Syariah 
disebut sebagai non performing financing (NPF). Ukuran rasio NPF 
menjadi ukuran dalam menangani kualitas pembiayaan syariah, yang 
didasarkan pada resiko kemungkinan bank terhadap kondisi dan 
kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. NPF merupakan 
ukuran dalam tingkat kredit macet pada bank syariah, artinya setiap 1 
rupiah menunjukkan tingkat resiko bermasalah dalam pembiayaan. 
Semakin tinggi rasio tersebut maka resiko terjadi pembiayaan 
bermasalah semakin besar, dan sebaliknya semakin rendah rasio maka 
resiko terjadi pembiayaan bermasalah semakin kecil. 
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NPF dalam penelitian ini untuk mengungkapkan, apakah Bank 
Syariah mengelola prosentase pembiayaan bermasalah, serta 
meminimalisir kualitas kredit yang dapat mempengaruhi kondisi 
keuangan Bank Syariah secara umum.  
 
B. Pengujian Persyaratan 
1. Hasil Uji Variabel 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu 
pembiayaan syariah (X1), pembinaan hubungan kerja (X2) dan non 
performing financing (Y). Sebelum diuraikan hasil analisis data, perlu 
dijelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi statistik dari setiap 
variabel. Deskriptif statistik bertujuan memberikan gambaran data 
variabel-variabel penelitian mengenai nilai maksimum, minimum, rata-
rata dan standar deviasi untuk 15 data pengamatan. 
Tabel 4.1 
Deskripsi Statistik Variabel Penelitian 
 
Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa skor pembiayaan syariah 
berkisar antara 255 sampai dengan 293 ; dengan mean sebesar 276,87  
dan deviasi standar (Std. Deviation) 14,17. Data pembinaan hubungan 
kerja, berkisar antara 105  sampai dengan 122; dengan mean sebesar- 
Descriptive Statistics
15 255 293 276,87 14,17
15 105 122 113,80 5,72






N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
109 
 
113,80 dan deviasi standar (Std. Deviation) 5,72.  Data non performing 
financing (Y) berkisar antara 1,2  sampai dengan 3,0 ; dengan mean 
sebesar 1,81  dan deviasi standar (Std. Deviation) 0,87.  
Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai SD (Std. 
Deviation) variabel pembiayaan syariah, pembinaan hubungan kerja 
dan non performing financing  lebih kecil daripada nilai rata-rata 
(mean), yang mengindikasikan hasil yang baik. Hal tersebut 
dikarenakan standar deviasi mencerminkan penyimpangan dari data 
variabel tersebut yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. 
2. Hasil Uji Multikolinieritas 
Model regresi dinyatakan bebas dari penyimpangan/masalah 
(BLUE) apabila tidak terjadi multikolinieritas. Kriteria untuk melihat 
ada tidaknya multikolinieritas pada model regresi dilihat dari besarnya 
nilai tolerance dan Variance Inflation Factors (VIF). Apabila nilai 
tolerance > 0,1 dan nilai VIF yang dihasilkan dari masing-masing 
variabel < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji 
multikolinieritas  adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
Hasil Uji Multikolinieritas  
Sumber : Data primer diolah, 2013  
Coefficientsa
-8,486 3,384 -2,508 ,028
,059 ,014 ,964 4,106 ,001 ,582 1,717












t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics




Uji multikolinieritas menghasilkan  nilai tolerance (0,582) > 0,1 
dan VIF (1,717) < 10. Dengan demikian model regresi linier ganda 
dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. 
3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan 
dengan Glejser Test (Uji Glejser) dengan cara meregresi ulang 
variabel absolut residual dengan semua variabel independen. 
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat hasil 
signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
(absolut residual). Kriteria uji yang diharapkan dari pengujian ini jika 
masing-masing variabel independen tidak signifikan terhadap absolut 
residual atau menghasilkan p value > 0,05 maka model regresi tidak 
terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas 
dapat dilihat seperti tabel berikut : 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Heteroskedastistas  
        
Sumber : Data primer diolah, 2013  
 
Coefficientsa
-3,843 1,466 -2,621 ,022
,006 ,006 ,267 ,923 ,374













Dependent  Variable: ABSOLUT_RESIDUALa. 
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Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa model regresi linier 
ganda dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena 
masing-masing variabel independen (pembiayaan syariah dan 
pembinaan hubungan kerja) tidak signifikan terhadap variabel absolut 
residual. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai probabilitas 
(0,374; 0,153) > 0,05. 
4. Hasil Uji Autokorelasi 
Pengujian ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dilakukan 
dengan Runs Test sedangkan model regresi bebas dari autokorelasi 
apabila dari uji Runs (Runs Test) menghasilkan Asymp.Sig.(2-tailed) > 
0,05. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Autokorelasi  
 











Cases < Test Value
Cases >= Test Value
Total Cases
Number of  Runs
Z






Berdasarkan hasil di atas  menunjukkan bahwa model regresi tidak 
terjadi autokorelasi, karena dari hasil Uji Runs menghasilkan 
probabilitas atau Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,290 > 0,05. 
5. Hasil Normalitas 
Pengujian normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov 
dengan kriteria pengujian apabila hasil pengujian menghasilkan nilai 
probabilitas atau Asymp.Sig.(2-tailed) > 0,05 maka model regresi 
dalam penelitian ini memiliki residual yang normal. Hasil uji 
normalitas adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Normalitas 
        
Sumber : Data primer diolah, 2013  
 
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan Asymp.Sig.(2-tailed) 























Asy mp. Sig. (2-tailed)
Unstandardiz
ed Residual
Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 
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6. Analisis Regeresi Berganda 
Analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 16 
diperoleh hasil seperti tabel berikut : 
Tabel 4.6 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2013 
 
 
Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh  persamaan 
sebagai berikut: 
  Y = -8,486 + 0,059X1 - 0,053X2 
Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan 
sebagai berikut : 
b1 =  0,059 artinya pembiayaan syariah berpengaruh positif terhadap 
non performing financing. Artinya apabila pembiayaan 
syariah dilakukan dengan manajemen yang baik, maka 
bank syariah dapat menghasilkan rasio non performing 
financing  yang semakin baik.  
Coefficientsa
-8,486 3,384 -2,508 ,028
,059 ,014 ,964 4,106 ,001













Dependent  Variable: Ya. 
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b2 =  -0,053 artinya pembinaan hubungan kerja berpengaruh negatif 
terhadap non performing financing. Apabila pembinaan 
hubungan kerja semakin baik maka dapat meminimalisir 
non performing financing. 
C. Pengujian Hipotesis 
1. Uji F 
Uji F bertujuan menguji signifikansi pengaruh secara simultan 
pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja terhadap non 
performing financing. Hasil uji F dengan program SPSS 16 disajikan 
seperti tabel berikut : 
Tabel 4.7 
Hasil Uji F 
Sumber: Data primer diolah, 2013 
Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 9,584 dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,003 < 0,05. Berarti terdapat pengaruh yang 
signifikan secara simultan pembiayaan syariah dan pembinaan 













Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), X2, X1a. 
Dependent Variable: Yb. 
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2. Uji t 
Uji t bertujuan menguji signifikansi pengaruh secara parsial 
pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja terhadap non 
performing financing. 
a. Uji pengaruh pembiayaan syariah terhadap non performing 
financing. Hasil uji pengaruh pembiayaan syariah terhadap non 
performing financing seperti ditunjukkan pada hasil analisis regresi 
linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar 4,106 dengan nilai 
probabilitas 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya pembiayaan 
syariah berpengaruh signifikan terhadap non performing financing. 
b. Uji pengaruh pembinaan hubungan kerja terhadap non performing 
financing. Hasil uji pengaruh pembinaan hubungan kerja terhadap 
non performing financing seperti ditunjukkan pada hasil analisis 
regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar -1,492 
dengan nilai probabilitas 0,161 yang lebih besar dari 0,05. Artinya 
pembinaan hubungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 
non performing financing 
Tabel 4.8 
Hasil Uji T 
 
Coefficientsa
-8,486 3,384 -2,508 ,028
,059 ,014 ,964 4,106 ,001













Dependent  Variable: Ya. 
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3. Uji Koefesien Determinasi (Adjusted R2) 
Hasil uji koefisien determinasi dengan program SPSS versi 16 
disajikan sebagai berikut : 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Sumber: Data primer diolah, 2013 
Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R
2
 
(Adjusted R Square) sebesar 0,551 artinya sumbangan pengaruh 
variabel pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja terhadap 
non performing financing adalah sebesar 55,1%. Sisanya sebesar 
44,9% (100%-55,1%) dijelaskan variabel lain misalnya jumlah kredit 
macet, volume kredit, kompetensi pegawai, pengalaman pegawai, dan 
sebagainya. 
D. Pembahasan 
1. Pengaruh pembiayaan syariah terhadap non performing financing 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap non performing financing. 
Artinya apabila pembiayaan syariah dilakukan dengan manajemen 
yang baik, maka perbankan akan menghasilkan non performing 
financing  yang semakin baik. 
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), X2,  X1a. 
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Pembiayaan syariah yang baik apabila pembiayaan syariah yang 
dilakukan perbankan dilaksanakan melalui manajemen yang baik, hal 
ini mulai dari prosedur umum pembiayaan, pengelolaan manajemen 
dan organisasi, analisis pembiayaan syariah, teknis pembiayaan 
syariah, keuangan, jaminan dan resiko / critical point dalam 
pembiayaan syariah.  
Ditunjukkan melalui hasil Uji T, dimana X1 sebagai variabel 
independent (pembiayaan syariah) memiliki nilai thitung  > ttabel atau p 
value < 0,05. Yaitu diperoleh nilai t hitung sebesar 4,106 dengan nilai 
probabilitas 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak artinya 
pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap non performing 
financing. 
Tabel 4.10 
Hasil Uji T 
 
Implikasinya bahwa pembiayaan syariah merupakan aktivitas yang 
sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber 
pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. 
Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan 
permasalahan dan berhentinya usaha bank. 
Coefficientsa
-8,486 3,384 -2,508 ,028
,059 ,014 ,964 4,106 ,001













Dependent  Variable: Ya. 
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2. Pengaruh pembinaan hubungan kerja terhadap non performing 
financing 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan hubungan 
kerja berpengaruh negatif terhadap non performing financing, artinya 
apabila pembinaan hubungan kerja semakin baik maka akan 
mengurangi non performing financing.  
Hasil Uji secara parsial (T), dimana X2 sebagai variabel 
independent (pembinaan hubungan kerja) memiliki nilai thitung  < ttabel 
atau p value > 0,05. Yaitu diperoleh nilai t hitung sebesar -1,492 
dengan nilai probabilitas 0,161 yang lebih besar dari 0,05, maka H0 
diterima artinya pembiayaan syariah berpengaruh negatif (tidak 
berpengaruh) terhadap non performing financing. 
Tabel 4.11 
Hasil Uji T 
 
Implikasi dari penelitian ini untuk mengupayakan rasio non 
performing financing yang baik, perbankan syariah  harus 
meningkatkan efektivitas pembinaan hubungan kerja kepada para 
nasabah. Meskipun tidak diperoleh hasil yang signifikan, namun dalam 
pelaksanaannya pembinaan hubungan kerja merupakan faktor penting.  
Coefficientsa
-8,486 3,384 -2,508 ,028
,059 ,014 ,964 4,106 ,001













Dependent  Variable: Ya. 
119 
 
Perbankan syariah harus mengupayakan rasio pembiayaan 
nonlancar (non performing financing) di bawah 5 persen. Berdasarkan 
data rasio NPF dari penelitian ini, rasio NPF bank Syariah Mandiri dan 
Bank Danamon Syariah tercatat masih di bawah 5%. Dengan kata lain, 
rasio NPF kedua bank tersebut masih dikategorikan baik. 
Pengaruh yang tidak signifikan antara pembinaan hubungan kerja 
terhadap non performing financing dalam penelitian ini dapat 
disebabkan oleh faktor internal (perbankan) dan eksternal (nasabah) 
yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Faktor eksternal diantaranya 
dipengaruhi oleh kredibilitas dan karakter nasabah.   Bentuk perilaku 
nasabah yang bermasalah yaitu rendahnya kesadaran nasabah untuk 
mematuhi peraturan pembiayaan syariah yang ditetapkan perbankan. 
Faktor internal diantaranya dipengaruhi oleh rendahnya kompetensi 
SDM. Dengan kata lain masih belum memadainya SDM di bidang 
perbankan syariah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu 
juga disebabkan rendahnya SDM sektor penunjang lainnya misalnya 
pengalaman kerja dan pendidikan. 
3. Pengaruh pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja 
terhadap non performing financing 
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berorientasi pada 
pengembalian pinjaman dengan margin dan atau bagi hasil 
berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan debitur. Misalnya, 
pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk akad Murobahah, 
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sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk akad 
Ijaroh. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang 
ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus atau disebut 
Mudhorobah dan Musyarokah. 
Hasil Uji F penelitian ini, dimana Y sebagai variabel dependent 
(non performing financing),variabel independen X1 sebagai 
pembiaayan syariah dan X2 sebagai pembinaan hubungan kerja. 
Apabila Fhitung  > Ftabel  atau p value < 0,05 maka H0 ditolak. Hasil 
pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 9,584 dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,003 < 0,05, maka H0 ditolak artinya pembiayaan 
syariah dan pembinaan hubungan kerja secara simultan berpengaruh 
terhadap non performing financing. 
Tabel 4.12 
Hasil Uji F 
 
 
Rasio non performing financing dapat dapat dikategorikan baik, 
apabila pembiayaan syariah dan pembinaan hubungan kerja secara 
simultan harus dilaksanakan oleh perbankan syariah.  
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), X2, X1a. 
Dependent Variable: Yb. 
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Pembiayaan syariah melalui manajemen yang baik, dapat 
mengurangi atau meminimalisir terjadinya risiko yang akan 
ditanggung perbankan yaitu kredit bermasalah. Dengan manajemen 
pembiayaan syariah semakin baik, maka jumlah kredit bermasalah 
akan semakin kecil dibandingkan dengan jumlah kredit yang 
disalurkan. Hal ini akan menghasilkan rasio non performing financing 
yang semakin baik atau semakin kecil.  
Selain itu,  melalui manajemen pembiayaan syariah, pembinaan 
hubungan kerja dengan para nasabah tetap harus dilakukan agar bank 
syariah untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang 
diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Realisasi pembiayaan 
bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi 
pembiayaan, maka pejabat bank syariah dibantu oleh occount officer 
harus melakukan pembinaan hubungan kerja dengan para nasabah 
yaitu melalui pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Jika 
pembinaan hubungan kerja efektif, maka sasaran dan tujuan 
pencapaian yang ditetapkan perbankan syariah dalam pembiayaan bisa 
tercapai. Dengan kata lain pembinaan hubungan kerja yang semakin 
baik akan meningkatkan tanggung jawab nasabah terhadap 






E. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain : 
a. Pembiayaan Syariah ini hanya diukur pada tingkat operasional dalam 
pembiayaan syariah yaitu pada bagian account officer saja, jadi cukup 
sempit lingkup hasil penelitian. Pada prinsipnya hasil kinerja 
keuangan khususnya Non Performing Financing adalah hasil kinerja 
seluruh bagian, dari bagian front office hingga Direksi atau Pimpinan 
dalam Bank Syariah. Karena hubungan yang sinergi antara satu bagian 
ke bagian lain, akan tercipta hasil kinerja baik dan terukur. 
b. Pembinaan Hubungan Kerja hanya diukur pada tingkat pengawasan 
dari account officer, jadi ruang pengawasan kurang luas. Normalnya 
sistem pembinaan yang dilakukan oleh Bank Syariah terkoordinir 
secara periodik dan terjadwal dari Direksi atau Pimpinan Bank 
Syariah, karena Pimpinan Bank Syariah harus mengontrol kegiatan 
operasional account officer, terutama dalam hal pembiayaan syariah. 
c. Non Performing Financing (NPF) dalam penelitian ini menggunakan 
tahun 2008-2012 dan tidak teridentifikasi besaran rasio NPF untuk 
setiap pembiayaan. Karena tidak teridentifikasi secara jelas, penelitian 
ini megungkapkan laporan rasio NPF seluruh pembiayaan syariah 
pada Bank Muamalat Indonesia cabang Solo dan Bank Danamon 




d. Sampel dalam penelitian ini adalah account officer pada 2 Bank 
Syariah di Solo yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo dan 




























Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa :  
1. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan 
syariah dan pembinaan hubungan kerja terhadap non performing 
financing, dimana nilai F hitung sebesar 9,584 dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,003 < 0,05. Artinya pembiayaan syariah dan 
pembinaan hubungan kerja secara bersama-sama bernilai signifikan  
serta berpengaruh terhadap non performing financing pada Bank 
Syariah. Implikasinya adalah apabila pembiayaan syariah dan 
pembinaan hubungan kerja dilaksanakan secara sinergi serta didukung 
dengan tingkat pemahaman prinsip-prinsip syariah, maka dapat 
meminimalisir rasio non performin financing pada bank Syariah. 
2. Secara parsial pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap 
non performing financing, pada hasil analisis regresi linier berganda 
diperoleh nilai t hitung sebesar 4,106 dengan nilai probabilitas 0,001 
yang lebih kecil dari 0,05. Pembiayaan syariah pada bank syariah 
memiliki unsur yang sangat penting dalam operasional pembiayaan, 
dalam penelitian ini lebih ditekankan pada sumber daya manusia bank 
syariah (account officer) sebagai landasan utama dalam memberikan 
pelayanan pembiayaan syariah.  
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3. Pembinaan Hubungan Kerja pada bank syariah tidak berpengaruh 
terhadap Non Performing Financing, ditunjukkan pada hasil analisis 
regresi linier berganda diperoleh nilai t hitung sebesar -1,492 dengan 
nilai probabilitas 0,161 yang lebih besar dari 0,05. Penelitian ini 
menggambarkan bahwa apabila diukur secara parsial menunjukkan 
bahwa pembinaan hubungan kerja tidak signifikan, artinya pembinaan 




Penelitian ini masih banyak mengalami kekurangan, dan diperlukan 
masukan berupa saran dan kritik yang membangun. Adapun saran yang 
akan peniliti sampaikan adalah sebagai berikut : 
1. Lebih memperbanyak responden dalam penelitian, tidak hanya bagian 
account officer bank syariah yang baru spin off tetapi seluruh account 
officer bank syariah yang ada di Indonesia. 
2. Dalam pengambilan data sebaiknya tidak hanya menggunakan 
kuesioner saja, tetapi diharapkan untuk melakukan interview dengan 
setiap responden agar memperoleh data lebih valid. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 
referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk penelitian yang 
berhubungan  dengan pembiayaan syariah, pembinaan hubungan kerja 
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